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Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap
bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
Pasal 8 huruf ¢ Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, mempunyai kewenangan
untuk mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan
dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank, mengenakan sanksi sesuai

peraturan perundang undangan vang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap bank.
| Seiring dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat, perbankan
merupakan industri yang sarat dengan risiko nisiko karena melibatkan pengelolaan uanp
milik masyarakat dan diputar dalam bentuk investasiseperti pembenan kredit,
pembelian surat surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya. Hampir semua
kegiatan bank tersebut mengandung berbagai jenis nisiko yang meliputi nisiko pasar,
risiko kredit, nisiko likuiditas, risiko hukum risiko bunga, risiko strategis, risiko reputasi,
risiko harga dan nisiko transaksi. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko tersebut maka
bank harus mampu mengelola risiko tersebut dengan memiliki manajemen bank yang
ahli dan berkompeten di bidang manajemen risiko agar risiko tersebut dapat ditekan
serendah mungkin untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Lebih lanjut
keahlian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang sama
sehingga benar benar mampu menjalankan pengelolaan risiko pada bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan skripsi ini mengambil judul :
“Penerapan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Berdasarkan
Kewenangan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bank
Umum =,

Permasalahan yang hendak dibahas adalah tentang penerapan sertifikasi
manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta
sanksi yang dapat diberikan pada bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi
manajemen risiko.

Penulisan skiipsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan sertifikasi

manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum dan pola pengawasan serta

Xili
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sanksi yang dapat diberikan pada bank umum yang tidak melaksanakan sertifikasi
manajemen risiko.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif, sedangkan sumber bahan hukumnya menggunakan bahan
hukum primer, yaitu berasal dari peraturan perundang undangan dan dari Peraturan
Bank Indonesia serta bahan hukum sekunder vang berasal dari berbagai literatur terkait
dan melakukan penelitian dan kousultasi dengan pihak Bank Indonesia Wilayah Jember.

Pencrapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank
umum. oleh Bank Indonesia dilakukan melalui kerjasama dengan International Risk
Professional Association ( IRPA ) dan Federation Indonesia of Association Banking
(FIAB) kemudian membentuk Badan Sertifikasi Manajemen Risiko { BSMR ).
Selanjutnya BSMR ini merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan
pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum
sesuai dengan izin Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Pola pengawasan dan sanksi yang dapat diberikan bagi bank yang tidak
melaksanakan sertifikasi manajemen risiko secara garis besar menggunakan 2 {dua)
pola pengawasan, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sanksi
yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia bagi bank yang tidak menerapkan sertifikasi
manajemen risiko berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat
keschatan dan kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari
untuk setiap komisaris atan manajer risiko bank dan paling tinggi sebesar Rp.
100.000,000,00 (seratus juta rupiah),

Sertifikasi manajemen risiko pada bank umum dalam pelaksanaannya tergolong
masih merupakan sesuatu yang baru jadi membutuhkan penyesuaian dalam hal
persyaratan, mateni sertifikasi dan biaya serta hal hal lain yang bersifat tcknis guna
mewujudkan tercapainya tujuan sertifikasi manajemen risiko di bagi pejabat dan
pengurus bank di Indonesia dan Bank Indonesia dalam hal melaksanakan pengawasan
terhadap baok umum periu mengupayakan agar program sertifikasi manajemen tisiko
ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berkompeten di bidang manajemen risiko bank.

Xiv



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KO PR TaG

BAB 1. PENDAHULUAN. --

™ Matlddegiiel ik

.

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,
Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa
memperhatikan keserasian antara bidang bidang vang ada termasuk bidang
ekonomi dan keunangan.

Perkembangan ckonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang
semakin menyaty dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat
menunjang sekaligus memberikan dampak yang kurang mengunlungkan jika tidak
ditangani dengan baik. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat ini
bergerak dengan cepat disertai dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh
karena itu dibutuhkan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor
perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh
perekonomian nasional.

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga
intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat
menentukan dalam pelaksanaan pembangunan. Memperhatikan peranan lembaga
perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan
pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kukuh agar
lembaga perbankan di Indonesia inampu berfungsi secara efisien, schat, wajar dan
mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu mehndungi secara
baik dana yang dititipkan oleh masyarakat serta mampu menyalurkan dana
masyarakat tersebut ke berbagai bidang bidang yang produktif bagi pencapaian
sasaran pembangunan nasional.

Agar kemajuan yang dialami lembaga perbankan dapat ditingkatkan
secara berkelanjutan dan benar benar memberikan manfaat sebesar besamnya bagi

pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin berlangsungnya

J
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demokrasi ekonomi schingga segala potensi, inisiatif, kreasi masyarakat dapat
dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan rill bagi peningkatan
kemakmuran rakyat maka pembinaan, pengawasan dan landasan gerak perbankan
telah diatur suatu ketentuan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomar
10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahuyn 1992
tentang Perbankan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dewasa ini yang memberikan
dampak secara langsung bagi lingkungan ekstemal maupun internal dunia
perbankan yang diikuti semakin kompleksnya risiko yang dapat terjadi dalam
kegiatan operasionalnya. Industri perbankan dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya merupakan kegiatan yang sarat dengan risiko-risiko karena
melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan disalurkan dalam bentuk
investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat surat berharga dan jenis
penanaman dana lainnya. Semua kegiatan bank itu baik yang berasal dari sisi
aktiva dan sisi passiva mengandung berbagai risiko, adapun risiko tersebut dapal
meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risike
hukum, dan berbagai risiko lainnya. Besar kecilnya risiko risiko tersebut sangat
bergantung pada kemampuan dan kehati-hatian dari manajemen bank untuk
membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan perubahan yang
terjadi di pasar serta risiko lainnya yang dapat timbul sebagai akibat dani kegiatan
operasional bank tersebut. Untuk meminimalisasikan risiko risiko vang dihadapi
oleh bank, manajemen bank harus dibekali dengan keahlian dan kompetensi yang
mencukupi. ( Bank Sentral Republik Indonesia, 2004 : 2 ).

Lebih lanjut keahlian dan kompetensi dari manajemen risiko yang ada di
bank tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas dan
mtegritasnya. Sejalan dengan itu Bank Indonesia selaku regulator dalam indusmi
perbankan melalui Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah
menctapkan suatu program yang salah satunya adalah penerapan sertifikasi
manajemen nsiko bagi bank wmum. Hal ini telah dituangkan dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/ 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor &/9/PBI/ 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/ 2005 Tentang
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Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Melihat
begitu pentingnya penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia
terhadap bank umum, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisa dalam
sebuah skripsi dengan judul : PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN
RISIKO BAGI BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK
INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK
UMUM

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bertujuan untuk menghindari adanya salah pengertian dari
pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, schingga diperlukan
adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan permasalahan dan menghindari
terjadinya pengembangan yang terlalu luas. agar myjuan dan maksud penulisan
skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup penulisan skripsi ini, yakni penerapan
sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indouesia terhadap bank umum dan pola
pengawasan serta sanksi yang dapat diberikan bagi bank umum yvang tidak
melaksanakan sertifikasi manajemen risiko

1.3 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dalam
penulisan skripsi ini dapat diramuskan permasalahan sebagai berikut :
I.Bagaimanakah penerapan sertifikasi manajemen risiko oleh Bank Indonesia
terhadap bank umum ?
2 Bagaimanakah pola pengawasan serta sanksi vang dapat diberikan bagi bank
umum yang tidak melaksanakan sertifikasi manajemen risiko ?

1.4 Tujuan Penunlisan
Tujuan penulisan skripsi ini terdapat dua ( 2 ) tujuan penulisan yaitu,

tujuan umum dan tujuan khusus.
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1.4.3 Tujuan Umum
1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan tujuan agar
memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum
Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dengan membandingkan ilmu
yang didapat di bangku kuliah yang berupa teori dengan prakitek langsung
di lapangan,
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran dalam bidang
hukum.
1.4.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimanakah penerapan sertifikasi
manajemen risiko oleh Bank Indonesia terhadap bank umum ditinjau dari
ketentuan perundang undangan vang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pola pengawasan serta sanksi yang dapat
diberikan bagi bank umum vyang tidak melaksanakan sertifikasi

manajemen risiko.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka dalam
penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus
mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
sehingga karya ilmiah tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data data
yang sebenarnya schingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan ilmiah.
Penggunaan metodologi dalam suatu penulisan sangatlah diperiukan supaya
ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini  adalah
menggunakan pendckatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap
pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang
undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori teori
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hukum dan pendapat para sarjana hukum terutama yang berkaitan dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas ( Soemitro, 1999 : 10 )

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai
aluran hukum yang bersifat formil seperti Undang Undang, Peraturan Peraturan
tertentu serta literatur yang berisi konsep konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Selain itu
didukung dengan studi lapangan dengan cara melakukan konsultasi dan
wawancara baik secara langsung dengan Bank Indonesia maupun pihak pihak

lainnya yang terkail dengan penulisan skripsi ini.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum

primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya memiliki sifat
mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini berupa peraturan
perundang undangan. Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Undang Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tabun 1992,
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang
Nomor 23 tahun 1999, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia
dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas (Soemitro,1990:12).

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum
lain, buku buku penunjang, karya tulis ilmiah, media massa yang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1994 : 12).
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1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukom

Penuhis sebelum mengkaji dan menganalisa permasalahan vang ada
terlebih dahulu mengumpulkan bahan bahan hukum. Metode pengumpulan bahan
bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah -

1.5.3.1 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan studi
kepustakaan adalah penulis menggali bahan hukum dengan cara membaca,
mempelajan dan menganalisa buku buku literatur, peraturan perundang undangan
yang berkaitan dengan masalah vang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah yang ada. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk mencari
konsepsi konsepsi, teori teori, pendapat pendapat ataupun penemuan penemuan
yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada (Soemitro,1990:98)

1.5.3.2 Studi Lapangan

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi lapangan adalah
penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung maupun tidak
langsung dengan pihak yang terkait yakni Bank Indonesia dan pihak pihak lainnya
yang berkompeten dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.3.3 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi
i adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran
singkat mengenal permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang tidak
didasarkan pada angka angka melainkan berdasarkan pada peraturan perundang
undangan yang berlaku dengan menghubungkan data data yang ada. Akhimya
proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpalan yang
dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum
menuju permasalahan yang bersifat khusus.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-

Ly J UNIVERSITAS JEMBE

o L TP PERPUSTALAN

R

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bidang perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting
dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan dan kemajuan
perekonomian nasional. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat lain yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak harus senantiasa mendapat pengaturan dan pengawasan agar dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank
diserahkan sepenuhnya kepada Bank Indonesia. Menurut pasal 4 Undang Undang
Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun
1999 tentang Baunk Indonesia termuat secara tegas mengenai pengertian Bank
Indonesia, pengertian Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia,
Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah
dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal hal yang secara tegas diatur dalam Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank [ndonesia
berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor
kantor di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah mencakup kestabilan nilai rapiah
terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Adapun kestabilan
milai rupiah tethadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari
perkembangan laju inflasi yang terjadi, sedangkan untuk mengukur kestabilan
nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur atau tercermin dari
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai
rupiah ini sangatlah penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dalam meningkatkan kescjahteraan rakyat banyak. Dalam rangka
untuk mencapai tujuannya Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter
secara berkelanjutan, konsisten. transparan, dan harus mempertimbangkan
kepentingan umum pemerintah di bidang perckonomian. Ketentuan ini
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dimaksudkan agar setiap kebijakan Bank Indonesia dapatl dijadikan sebagai acuan
yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas selain itu mencakup
pertimbangan mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian
nasional secara keseluruhan, termasuk di bidang keuvangan negara dan
perkembangan di sektor nll. Untuk mencapar (ujuan tersebut, Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
1999 Tentang Bank Indonesia mengatur secara tegas tugas dari Bank Indonesia
sebagai benkut -
l. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank
Indonesia berwenang :
a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran sasaran laju
inflasi yang telah ditetapkan.
b. Melakukan pengendalian monecter dengan menggunakan cara cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada :
L. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
2. Penetapan tingkat diskonto.
3. Penetapan cadangan wajib minimum.
4. Pengaturan kredit dan pembiayaan.
Cara cara pengendalian moneter tersebut juga dapat dilaksanakan juga
berdasarkan prinsip svariah, sedangkan pelaksanaan butir butir ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia adalah
ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat
badan hukum serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
¢. Memberikan kredit alau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk
jangka waktu paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari kepada bank yang
mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek bank vang bersangkutan.
Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan vang nilainya minimal scbesar
jurnlah  kredit atau pembiayaan vyang diterimanva. Pelaksanaan

kewenangan ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
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d.

Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang
telah ditetapkan.

Mengelola cadangan devisa, dalam mengelola cadangan devisa Bank
Indonesia melaksanakan berbagai transaksi devisa dan dapat menerima
pinjaman luar negeri.

Menyelenggarakan survei secara berkala atau waktu waktu diperlukan
vang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan
tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan
penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei setiap
bank wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank
Indonesia. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank

Indonesia.

2. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistim Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank

Indonesia berwenang :

a,

Melaksanakan dan memberi persetujuan dan izin penyelenggarasn jasa
sistem pembayaran.

Mewajibkan penyeclenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tentang kegiatannya.

Menetapkan penggunaan alal pembayaran.

Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/ atau
valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata
vang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan Bank Indonesia atau pihak
lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank
dalam dalam mata uang rupiah dan/ atau valuta asing. Penyelenggaraan
kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam
dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan Bank Indonesia
atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Menetapkan macam, harga, cir, uang yang akan dikeluarkan, bahan yang
digunakan,dan tanggal mulai berlakunya secbagai alat pembayaran yang
sah,
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g. Scbagai satu satunya lembaga vang mengeluarkan uang dan mengedarkan

uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan nang dimaksud
dar peredaran.

h. Pelaksanaan semua kewenangan diatas ditetapkan dengan Peraturan Bank

Indonesia,

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank

Indonesia berwenang :

a.

Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan

yang memuat prinsip kehati- hatian,

Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha

tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank,

memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank,
memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengengurusan bank,
memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan -

I. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan
penjelasan sesuai dengan dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dapat dikenakan
pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan
pihak terafiliasi dari bank.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun
setiap wakiu apabila diperlukan. Apabila diperlukan pemeriksaan
dapat dilakukan pada perusahaan induk, perusahaan anak, pihak
terkait, dan pihak terafiliasi dan debitur dari bank. Bank dan pihak
pihak yang diterima wajib memberikan kepada pemeriksa :
= Keterangan dan data yang diminta
* Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen dan

sarana fisik berkaitan dengan kegiatan usahanya.
* Hal hal lain yang diperlukan.
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Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan
pemeriksaan. Pihak lain yang ditugasi melakukan pemeriksaan wajib
merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara scbagian atau
seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank
Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana
di bidang perbankan.

Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang
Perbankan yang berlaku dalam keadaan suatu bank menurut penilaian
Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank vang
bersangkutan dan‘atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi
kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor
Jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang Undang.
Pembentukan lembaga pengawasasan akan dilaksanakan  selambat
lambatnya 31 Desember 2010 dan sepanjang lembaga pengawasan belum
dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank
Indonesia.

Mengatur dan mengembangkan sistim informasi antar bank. Sistem
mformasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/ atau oleh
pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang
undangan ( Pasal & - Pasal 35 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia ).

Pelaksanaan semua ketentuan ketentuan diatas ditetapkan secara lebih

ninci dengan Peraturan Bank Indonesia. * Di dalam melakukan pengawasannya
Bank Indonesia melakukan upaya upaya bank yang bersifat prevensi dalam
bentuk ketentuan ketentuan perbankan, petunjuk, nasehat. bimbingan dan
pengarahan maupun tindakan tindakan yang bersifat represi dalam bentuk
pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan “ ( Gatot Supramono, 1997;

29).
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Disamping tugas (ugas terscbut Bank Indonesia juga mempunyai

tanggungjawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan

internasional, dan anggaran. Adapun hubungan Bank Indonesia dengan masing
masing kegiatan tersebut telah diatur dalam Bab VIII Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia adalah sebagai berikut

1. Hubungan dengan Pemerintah -

a.

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.

Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman
luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban
keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang
Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi,
perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau
masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
Dalam hal pemenntah akan menerbitkan surat surat utang negara,
pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
Sebelum menerbitkan surat surat utang negara, pemerintah wajib terlebih
dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia
dapat membantu penerbitan surat surat utang Negara yang diterbitkan oleh
pemerintah.

Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Dalam hal
Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian pemberian
kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.

2. Hubungan dengan Internasional

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia

mempunyai tanggungjawab dan kegiatan seperti :

a.

Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya,

organisasi dan lembaga internasional.
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b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan/ atau
lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk
dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

3. Hubungan dengan Kegiatan Akuntabilitas dan Anggaran

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, anggaran dan tranparansi dari
kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Undang Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menetapkan hal hal sebagai berikut :

a. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara
terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang
memuat

I. Evaluasi terhadap kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.

2. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk
tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju
inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.

Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

b. Baok Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga)
bulan.

¢. Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan
tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

d. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap
Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila
diperlukan.

€. Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.

Selambat lambatnya 15 hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan
gurbernur menetapkan angsuran tahunan Bank Indonesia yang harus
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah bersamaan
denpan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Setiap penambahan
jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran
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berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan
Gurberur.

g. Selambat lambatnya selama 30 ( tigapuluh ) hari setelah berakhirnya tahun
anggaran. Bank Indonesia telah menyelesaitkan penyusunan laporan
keuangan tahunan Bank Indonesia. Selambat lambatnya 7 ( tujuh ) hari
setelah laporan tersebut selesai disusun, Bank Indonesia wajib
menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dimulai pemeriksaan. Selambat lambatnya selama 90 ( sembilan puluh )
hari sejak pemerniksaan, Badan Pemenksa Keuangan menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

h. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahupan Bank
Indonesia kepada publik melalui media massa.

.. Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 52 — Pasal 64 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ).

Bank umum adalah suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan
utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya kemudian
mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan
Jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran ( Subagyo, 1999 : 44)

Bank umum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 10
tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan menyatakan “ Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari’ah vang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran™.

Bank merupakan suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan,
yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financal
intermediary ) antara debitur dengan kreditur, sehingga dapat disimpulkan fungsi
bank mencakup tiga hal pokok yaitu sebagai pengumpul dana, sebagai penjamin
kreditur dan debitur dan sebagai penanggung risiko interest rate transformasi
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dana, dari tingkat suku bunga rendah ke tingkat suku bunga tinggi (Rudy Tri
Santoso, 1997 : 1)

Bank dalam melakukan kegiatannya bank membutuhkan dana. Dana

tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti dana yang berasal dari bank itu
sendiri dalam bentuk modal disetor, dana yang berasal masyarakat dan dana yang
berasal dari lembaga keuangan. Sumber dana yang berasal dan bank itu sendiri
{modal disetor bersifat permanen ) dan berasal dari pemegang saham. Modal ini
bersifat permanen karena modal vang disetor tidak dapat ditarik oleh pemegang
saham sewaktu waktu atau dalam jangka waktu tertentu kecuali jika pemegang
saham ingin mengundurkan dini dan posisinya sebagai pemegang saham. Sumber
dana yang berasal dani masyarakat luas dapat berupa giro (I demand deposit ),
deposito (time deposit ) dan tabungan. Giro adalah simpanan masyarakat yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah
membavar atau pemindahbukuan, Deposito adalah simpanan masyarakat yang
penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut
perjanjian. Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu. Sumber dana yang berasal dari
lembaga keuangan berupa pinjaman dari bank lain dan pinjaman dari bank sentral,
untuk memenuhi kebutuhannya bank umum dapat mencari pinjaman antar bank.
( Pasal 1 angka 5 — angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia).
Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menegaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanirya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank yang kegiatan usahanya secara konvensional adalah bank yang
melakukan kegiatan aktivitasnya menurut kelaziman dalam dunia perbankan dan
menurut Kefentuan peraturan perundang undangan vang berlaku. Bank yang
melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang
mendasarkan kegiatannya pada prinsip svariah vyakmi, aturan perjanjian
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berdasarkan hukum [slam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana
dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan
sesual dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah ), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip
Jual beli barang dengan memperoleh keuntungan ( murabahah ), atau pembiayaan
barang modal berdasarkan prinsip sewa mumi tanpa pilihan ( ifarah), atau dengan
adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain ( Pasal | angka 3 dan angka 13 Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia ).

Secara garis besar bank umum dapat berbentuk badan hukum -
L. Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar vang seluruhnya
terbagi dalam saham saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang Undang tentang Perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaan lainnya.
Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, sesuai dengan
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perseroan terbatas dapat menjalankan
kegiatan bank baik berupa bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

2. Perusahaan daerah.

Perusahaan daerah dapat mendirikan bank baik yang berbentuk bank
umum, maupun berbentuk Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Undang Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, bentuk hukum bank perusahaan daerah yang semula
bank pembangunan daerah adalah menjadi perusahaan daerah. Sehubungan
dengan tugas penyesuaian tersebut maka di keluarkan suatu landasan hukumnya
yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 8 tahun 1992, Bank
pembangunan daerah serta perubahan bentuk hukum bank tersebut mienjadi
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perusahaan daerah harus ditetapkan melalui peraturan daersh dengan mengacu
kepada ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Koperasi.

Bentuk hukum koperasi dalam menjalankan kegiatan perbankan baik
berbentuk bank umum, maupun berbentuk bank perkreditan rakyat. Koperasi
merupakan bentuk badan usaha vang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian. .

Bank umum didefenisikan oleh Undang Undang nomor 10 tahun 1998
tentang Perbankan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, Kegiatan kegiatan usaha yang
dapat dilakukan oleh bank umum konvensional secara lengkap adalah

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya
yang dapat dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit

¢. Menerbitkan surat pengakuan hutang
d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendin maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya

1. Surat surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat surat dimaksud.

2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat
dimaksud.

3. Kertas perbendaharaan negara dan surat penjamin pemerintah.

4. Sertifikat Bank Indonesia.

5. Obligasi.

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 ( satu ) talum,

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1
{satu) tahun.

e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah ( teller ),

f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana
kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi
maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.

g) Menenma pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
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h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ( safe
deposito box ).

1) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak.

J) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam
bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek.

k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali
amanat.

1} Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan
efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

0) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

p) Bertindak scbagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan dana pensiun yang
berlaku.

q) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun
diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik
agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari
pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya
pada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan
secepdinya,

r) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang Undang dan peraturan perundang undangan
lain yang berlaku ( Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2006 : 6 )

Sedangkan kegiatan usaha bank umum yang berdasarkan prinsip syariah,
meliputi:

a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan investasi, antara lain :
1. Giro berdasarkan prinsip wadi 'ah.
2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi ah dan atau mudharabakh.
3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
b. Menyalurkan dana melalw :
1. Jual beli berdasarkan akad meliputi : murabahah, ististma, salam.
2, Prinsip Prinsip bagi hasil meliputi : mudharabah, dan musyarakah.
3. Prnsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain : ijarah, dan
ifarah muntahiva bittamlik.
Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad gardh.

o
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5. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad
antara lain : wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn.

Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko risiko sendiri surat

berharga pihak ketiga vang diterbitkan atas dasar transaksi nyata

(underlying transaction ) berdasarkan prinsip syariah.

Membeli surat surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan

oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia.

Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan

melakukan penghitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan

prinsip syariah.

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat surat berharga

berdasarkan prinsip wadi ‘ah yad amanah.

Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk

kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah.

Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.

Melakukan kegiatan usaha kartu debet, charge card berdasarkan prinsip

syariah.

Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui

oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasiona,

Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad shart.

Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di

bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha,

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga Kkliring

penyelesaian dan penyimpanan.

Melakukan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk

mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik

kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun

berdasarkan prinsip svariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang

undangan dana pensiun yang beriaku.

Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai

penerima dana sosial antara lain : dalam bentuk zakar, infag, shadagah,

wagaf, hibah dan menyalurkan sesuai syariah atas nama bank atau

lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah { Booklet Perbankan

Indonesia tahun 2006 : 8 ).

Menurut Pasal 29 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank
Indonesia.dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan
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wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian. Selanjutnya
dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang penibahan
atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa
bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditelapkan oleh Bank
Indonesia, juga dalam pasal Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun
998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan mewajibkan bank menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan
perhitungan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan
berkala lainnya dalam waktu dan bentuk vang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sanksi yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank umum
diatur dalam Pasal 52 {ndang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan Bank
Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak
memenuhi  kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Perbankan, atau pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang
bersangkutan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi  ditetapkan
oleh Bank Indonesia. Sanksi administrasi yang dimaksud antara lain :

1.Denda uang.

2 Teguran tertulis.

3 Penurunan tingkat kesehatan bank.

4.Larangan untuk ikut serta dalam kegiatan kliring.

5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu
maupun untuk bank secara kescluruhan,

6.Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat
penggantl sementara sampai rapal umum pemegang saham atau rapat
anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan
Bank Indonesia (Penjelasan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan ).

Sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia telah
menerapkan suatu program vyaitu Program Assitektur Perbankan Indonesia,
adapun visi dari program ini adalah menciptakan sistim perbankan yang sehat,
kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka
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membantu mendorong pertumbuban ekonomi nasional. Pada dasarnya
pelaksanaan  Arsitektur Perbankan Indonesia di Indonesia seiring dengan
pelaksanaan  arsitektur keuangan global yang telah dimulai sejak tahun 1998.
Pelaksanaan arsitektur keuangan global ini diprakarsai oleh Bank for international
Settlement ( BIS ). Adapun tujuannya yakni menginginkan kestabilan keuangan
global yang ditenggarai dari krisis di kawasan Asia tenggara dimana pada
beberapa tahun kemarin sempal mengganggu kestabilan perekonomian dan
memberikan dampak yang besar terhadap kinerja Pemerintah dan Bank Indonesia
sebagai otoritas pengawasan bank yang berfungsi sebagai lender of resort bagi
bank bank yang ada di dalam negeri. Sistim perbankan yang schat dibangun
dengan permodalan yang kuat sehingga akan mendorong képerm}faan nasabah,
Kemudian perbankan nasional vang beroperasi secara efektif dan efisien akan
mampu meningkatkan kemampuan dilihat dari aspek permodalan, kualitas aset
bank, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang
l}aﬁmbungﬂn dengan usaha bank ( Permadi Gardapradja, 2004 - 11).

Program penguatan struktur permodalan perbankan merupakan lanjutan
dari program memperkuat ketahanan sistim perbankan yang dilakukan melalui
program rekstrukturisasi perbankan sejak tahun 1999. Program rekstrukturisasi
sebapgai upaya mewujudkan stabilitas sistim keuangan yang sangat terkait erat
dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of resort. Oleh karenanya visi yang
dicapai Arsitektur Perbankan Indonesia seiring dengan kerangka 3 pilar wtama
yang diusulkan oleh Basel Accord Il yaitu : Pilar pertama, yang intinva
mempertahankan  sistim permodalan  perbankan nasional dalam rangka
meningkatkan kesetaraan dalam persaingan ( level playing field ). Pilar kedua
adalah supervisory review process yang intinya mempersyaratkan otoritas
pengawas memastikan bahwa setiap bank memiliki proses penilaian internal
dalam menghitung kecukupan modal dikaitkan dengan profil risiko serta Pilar
Ketiga yakni, market discipline yang menekankan peningkatan peran publik untuk
tkut serta mengawasi bank, sehingga bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut
untuk memberikan informasi yang benar mengenai kecukupan modalnya terhadap
nasabah dan sebagai acuan bagi investor ( Hermansyah, 2006 : 181 ).
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Dukungan permodalan dan manajemen risiko perbankan nasional dalam
program Arsilektur Perbankan Indonesia bertujuan agar bank pantinya dapat
memperiuas aspek pengungkapan informasi bank . Pengungkapan informasi bank
( disclosure ) yang efektif merupakan hal mendasar guna memastikan bahwa para
pelaku perbankan memahami kemungkinan risiko bank secara menyeluruh
dengan kecukupan modal yang dimiliki oleh masing masing bank. Selain itu
tranparansi yang dapat dipercaya akan memberikan manfaat mendorong
terciptanya market discipline sehingga kepercayaan para penyimpan dana,
investor dan stakeholder lainnya dapat dipertahankan.

Berkaitan dengan itu Bank Indonesia berdasarkan kewenangan yang
dimilikinya dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia telah
mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor
5/8/PBL/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum disertai dengan peraturan pelaksanaannya yang termuat dalam Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003. Hal
hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut antara lain Pertama:
Kewajiban pengawasan aktif dari manajemen bank, termasuk dewan komisaris,
Kedua; Ketersediaan kebijakan, prosedur serta limit risiko, Ketiga; kecukupan
pengukuran dari risiko yang dihadapi oleh bank, sistim informasi serta
pengendalian eksposur risiko, dan Keempat; keandalan sistim pengendalian intern
yang komprehensif.

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan
risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank dalam kegiatan operasionalnya
menjelang akhir tahun melakukan suatu penyusunan anggaran tahun depan
sekaligus menghitung sejumlah target yang telah dicapai maupun yang tidak
tercapai. Untuk upaya mencapai sasaran kerja yang hendak dicapai segala daya
dikerahkan melalui penyusunan strategi kerja dan melakukan berbagai aktivitas
melaksanakan proses kerja. Aktivitas ini melibatkan berbagai unit kerja yakni unit
kredit, unit teknologi, unit pengawasan dan unit unit lainnya yang terdapat dalam
suatu bank. Dalam proses ini tidak dapat dihindarkan adanya keterbukaan
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terhadap terjadinya kerugian finansial dan kerugian non finansial akibat
manajemen organisasi yang kurang terkoordinasi dengan baik, Dalam melakukan
usahanya bank menghadapi berbagai macam risiko, secara garis besar dapat
dikelompokkan ke dalam berbagai jenis seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko
operasional dan jenis risiko lainnya. Terjadinya risiko tersebut menyebabkan
adanya ketidakpastian mengenai kemungkinan tidak tercapainya pendapatan bank_
Dalam hal kegiatan operasionalnya bank bank pada umumnya harus mengambil
risiko, sehingga manajemen risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan
dari kegiatan operasional bank itu sendiri Mengendalikan manajemen risiko
merupakan tantangan bagi pelaku profesional perbankan, dimana kegagalan
pengendahan nisiko terutama disebabkan karena kurangnya icualitas manajemen
risiko khususnya dibidang perkreditan dan bidang/unit kerja yang ada pada suatu
bank, bahkan bank sering tidak memperhatikan informasi berapa besar eksposur
yang rentan terhadap risiko. Selain itu faktor yang juga mempengaruhi bank
kesulitan dalam mengendalikan risiko likuiditas adalah kurang efektifnya kinerja
pengawasan internal dalam suatu bank ( Robert Tampubolon, 2004 ; 16 ).

Manajemen risiko dimulai dari kegiatan melaksanakan sistem kontrol
sebagai upaya meminimalkan kerugian. Upaya ini dimulai dari proses
pengidentifikasian risiko kemudian mengembangkan piranti untuk mengukur
nisiko yang sudah diidentifikasi tadi selanjutnya dilaksanakan manajemen berbasis
risiko, dimana nisiko yang sudah diukur tersebut harus dikaitkan dengan
penetapan harga, misalnya bunga kredit. Semakin tinggi risiko yang dipersepsikan
maka semakin tinggi pula seharusnya bunga yang dikenakan pada aktivitas
tersebut ( Herman Darmawi, 1990; 15 ).

Manajemen risiko merupakan spesialisasi teknik manajemen yang
dibutubkan perbankan seiring dengan meningkatnya tantangan tantangan yang
dihadapi akibat makin meningkatnya kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun masalah masalah sosial budaya yang timbul ( Ferdinand
1997.2) Sehingga dapat di simpulkan bahwa manajemen risikc mencakup
pengertian manajemen semua risiko ( all risk ) yang dihadapi oleh suatu bank/

organisasi bisnis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan
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memahami konsep risiko secara luas merupakan dasar vang esensial untuk
memahami konsep dan teknik manajemen risiko itu sendiri.
Manajemen risiko merupakan metode pengelolaan risiko yang mencakup
keseluruhan risiko yang dihadapi oleh institusi perbankan, risiko risiko tersebut
mencakup
1 Risiko kredit
Ristko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan counterparty dalam
memenuhi kewajibannya.

2 Risiko Pasar
Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar
( adverse movement ) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, vang dapat
merugikan bank khususnya suku bunga dan nilai tukar.

3 Risiko Likuiditas
Ristko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya
ketidakcukupan dan atau ketidak berfungsinya proses internal, kesalahan
manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi
kegiatan operasional suatu bank.

4 Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek
yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan
hukum, ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendukung atau
kelemahan sistein perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya kontrak
dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

5.Risiko Reputasi
Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan antara lain adanya publikasi
negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap
bank.

6. Risiko Strategik
Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan antara lain adanya penetapan dan
pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang
tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
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7.Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak
melaksanakan peraturan perundang undangan dan ketentuan lain yang beriaku.
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui sistem pengendalian intem
secara konsisten ( Penjelasan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI
Tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ).

Selanjutnya dalam rangka menerapkan manajemen risiko secara efektif
Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 83/9/PBL/2006
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2006 Tentang
Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
secbagaimana terdapat dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia diatas yang
mengharuskan setiap bank menerapkan manajemen risiko secara efektf dan
mengisi jabatan komisaris dan manajer risiko bank dengan sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko, komisaris
dan manajer risiko bank wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko yang
merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian
kemampuan dan kepatutan atau fir and proper test dan menyusun rencana dan
melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka
peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang
dituangkan dalam rencana bisnis bank.

Sertifikasi manajemen risiko adalah proses pengujian kompetensi di
bidang manajemen risiko bank. Aktifitas dalam dunia perbankan merupakan
kegiatan yang sarat dengan risiko risiko karena melibatkan pengelolaan uang
milik masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Dana yang terkumpul tersebut
selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti disalurkan dalam bentuk
investasi, pemberian kredit, pembelian surat surat berharga dan jenis penanaman
modal lainnya ( Agus Sugiarto, Kompas 17 April, 2004:15 ), Sejalan dengan itu
maka masing masing bank harus mempersiapkan dan memperbaiki good
corporate governance serta manajemen risiko pada banknya masing masing.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan operasional bank
dalam mengelola manajemen risiko yang dihadapi dewasa ini, maka dirasakan
perlu manajemen bank sebagai pengelola utama kegiatan bank sehari hari
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memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan, Keahlian dan kompetensi
mengenai manajemen risiko tersebut sangat diperlukan untuk mengelola risiko
yang dihadapi oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya
keahlian dan kompetensi di bidang manajemen risiko tersebut haruslah dapat
dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas dan integritasnya schingga manajer
nisiko yang ada pada bank masing masing dapat dijamin mengenai kualitas
keahlian dan kompetensi di bidang manajemen rsiko. Dalam rangka menjamin
kualitas keahlian dan kompentesi yang sama bagi manajemen risiko yang ada
pada suatu bank maka manajemen tersebut harus disertifikasi. Dengan adanya
sertifikasi terhadap manajemen risiko diharapkan semua manajer risiko yang
bekerja pada insitusi perbankan memiliki persyaratan minimum dan standar
kualitas yang sama baik dari segi keahlian, kompetensi maupun pengetahuan
tentang manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko sebenarnya bukan sesuatu yang baru di dalam
ndustri keuangan di tingkat internasional. Pada prakteknya di negara negara lain
semua para manajer risiko harus memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko.
Sertifikasi manajemen risiko tersebut dilakukan oleh industri itu sendiri sehingga
asosiasi dari manajer risiko itu dapat memprasyaratkan bahwa setiap orang yang
bekerja sebagai manajer risiko harus memiliki kompetensi sebagai manajer risiko
dan kompentensi harus dibuktikan dengan sertifikasi manajemen risiko. Melihat
pentingnya program  sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan
kemampuan bank dalam mengelola risiko, Bank Indonesia melalui Program
Arsitektur  Perbankan Indonesia telah mengagendakan program sertifikasi
manajemen risiko bagi bank bank umum. Peran Bank Indonesia dalam program
sertifikasi  tersebul terbatas sebagai fasilitator saja  karena mengingat
pelaksanaannya dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan kepentingan bank umum
masing masing. Untuk itu Bank Indonesia bersama sama dengan Indonesian Risk
Professional Association ( IRPA ) telah merumuskan program sertifikasi untuk
manajer risiko yang bekerja di sektor industri perbankan ( Booklet Badan
Nasional Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005 : 3 ).

Program sertifikasi manajemen risiko adalah suaty program pengujian
kompetensi di bidang manajemen risiko bank yang dityjukan bagi pengurus dan
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pejabat bank umum, sebagai salah satu upaya unituk meningkatkan kualitas
manajemen risiko perbankan sesuai dengan tujuan Arsitektur Perbankan Indonesia
(API). Program sertifikasi manajemen risiko terdiri dari 5 (lima) tingkatan
berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank serta kompleksitas usaha
Bank. Masing-masing tingkatan memiliki bobot materi yang berbeda-beda
terhadap aspek penilaian ujian yang meliputi masa kerja di industri keuangan
{vears of service), pengetahuan (knowfedge), keterampilan (skilfs), perilaku atau
sikap (attitude) dan pengalaman (experience). Sejalan dengan itu Bank Indonesia
bersama Jndonesian Risk Professional Association (IRPA) telah membentuk
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), yang akan bertugas sebagai
lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan program sertifikasi
manajemen risiko { Booklet Badan Nasional Sertifikasi Manajemen Risiko, 2005 :
4
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3.1 Kesimpulan

I. Penerapan sertifikasi manajemen risiko pada bank umum olch Bank Indonesia
dilakukan melalui kerjasama dengan International Risk Professional
Association { IRPA ) dan Federation Indonesia of Association Banking
(FIAB) kemudian membentuk Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ( BSMR ).
BSMR ini selanjutnya menyelenggarakan pelatihan di bidang manajemen
risiko bank kepada pejabat dan pengurus bank umum yang telah terdaftar
sebagai peserta pelatihan guna memenuhi penguasaan materi di bidang
manajemen risiko bank. Pada waktu yang telah ditetapkan BSMR akan
mengadakan ujian untuk menguji kemampuan dan keahlian peseria adapun
kriterian yang diuji adalah masa kerja di industri keuangan (years of service),
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), perilaku atau sikap (attitude)
dan penpalaman (experience). Bagi peserta yang dinyatakan lulus akan
diberikan sertifikat di bidang manajemen risiko bank yang merupakan salah
satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan atau fit and proper test.

2. Pola pengawasan yang ditakukan Bank Indonesia dalam penerapan sertifikasi
manajemen risiko, secara garis besar menggunakan 2 (dua) pola pengawasan,
yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a. Pengawasan langsung ( on sife examination ) yang bersifat represif yaitu
pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan
langsung terhadap bank kemudian meneliti dan mengevaluasi tingkat
kepatuhan bank terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

b. Pengawasan tidak langsung ( off site supervision ) yang bersifat preventil
yaitu tindakan pengawasan dan analisis berdasarkan laporan berkala yang
disampaikan kepada bank. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan oleh
Bank Indonesia bagi bank vang tidak menerapkan sertifikasi manajemen

risiko berupa :

i
e |
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Penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat keschatan.

b. Kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per han
untuk setiap komisaris atau manajer risiko bank dan paling tinggi sebesar
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3.2. Saran

Sertifikasi manajemen risiko pada bank wnum dalam pelaksanaannya
tergolong masih merupakan sesuatu yang baru jadi membutubkan penyesualan
dalam hal persyaratan, materi sertifikasi dan biaya serta hal hal lain vang
bersifat teknis guna mewujudkan tercapainya tujuan sertifikasi manajemen
risiko di bagi pejabat dan pengurus bank di Indonesia.

Bank Indonesia dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap bank umum
perlu mengupayakan agar program sertifikasi manajemen risiko ini dapat
berjalan dengan baik dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan berkompeten di bidang manajemen risiko bank.
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PENTAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
Jematuian Hank Indonesia Nomeor | 5/8/PEI/2003 tangga! 19 Mei 2003)
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Republik indonesia Tahun 1999 Nomor €6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3843y

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK UMURS.

BAB I
KETENTUAN URUM

Paszl 1

Dziam Peraturan Bank Indenesia ini yang
dimaksud dengan:

5

"

SARAN Amg, TE-06-2003

Bank adalah Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Ferbankan sebagai-
mana telah diubah dengan Undang-undang

Momoer 10 Tahun 1988, termasuk kantor

cabang bank asing;

Risivo adalah potensi terjadinya suatu

penstiwa (events) yang dapat menimbuikan

kerugian Bank,

Manajemen Risiko adalah serangkaiar

prosedur dan metodologi yang digunakan

untuk  mengidentifikasi, mengukur
memantau, dan mengendalikan Risiko yang
timbul darl keogiatan usaha Bank,

Uireksi;

a. bagi Bank berberntuk husum Perseroan
Terbatas adalah direks: sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 4
Lngang-undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Parsercan Terbatas:

b bagi Bank berbentuk hukum Perusahaar
Daerah adalah direksi sebagaimanz
dimaksud dalam Pasge! 11 Undang-
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LUndang Nomor & Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah

¢. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi
adalah wpenaurus sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 289 Undang-
undang Nomaor 25 Tahun 1892 tentang
Ferkoperasian

d. bkagi kanior cabang bank asing adalan
pimpinan kantor cabang bank asing
termasux m pengelola sementara yang
mengambil alih sementara tugas dan
keweanangan Direksi

. Kemisaris;

a.  bagi Bank barhentuk hukum Fersercan
Terbatas adaish <omisaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 4
Undang-undang Nomaor 1 Tahun 1985
tentang Persaroan Terbatas;

b. bhagi Bank berbentuk hukum Perusahaan
Daerah adalah pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 Undang-
undang Momor 5 Tahun 1962 tentang
Farusahaan Dzerah;
bagl Bank berbentuk hukum Koperas
adalaly pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258 Undang-
undang Momar 25 Tahun 1982 lentang
Ferkopora=sian, lermasuk Him pengawas
sementara vang mengambil alih
sementara tunas dan kewenangan
Komisars.

0

GBAD

RUANG LINGEUP MANAJEMEN RISIKO
Pasal 2

1) Bank wajib mensrapkan Manajemean Risiko
secara efektl

2} Penerapan Manaemen Risiko sehagaimana
-dimaksud dalam ayat {1) sskurang-
kurangnya meancaklp:
a. pengawasan axtif dewan Kemisaris dan
Dhirels)
b, kecukupan eatijakar
penetapan limt;
. KECLUBRLPSN proses
likLirar,

.:q

S aL g rdaliEn

Fizide serla istemod
emen Risiko: can

d. sistem pengendalian ntern yang
ey ey

Aty Toywy svpey oot pad eyl AT A L e .
arla Herunolanc - andfn oy g L A anng

‘Pasal 3
Penerapan Manajemen Risike sebagaimana
dimaksud dafam Pasal 2 wajib disesuaikan
dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan
kampleksitas usaha sea kemampuan Bank,

Pasal 4

i1 Rigike sepagaimana dimaksud dalam Pasal
2 mencakup.

Risika Kredit,

Riziko Pasar;

Risiko Likuiditas,

Risiko Operasicnal;

Risika Hukum:

Risiko Reputasi:

Risiko Strategik;

Risiko Kepatuhan

~pao0ow

T

(2} Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas
usaha yang tinggi wajibh menerapkan
Manajemen Risike sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) untuk seluruh jenis
risike sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

{3) Bank yang ticak memiliki ukuran dan
kompleksitas usaha yang ltinggl wajib
menerapkan Manajemen Risiko sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
sekurang-kurananya uniuk 4 {empat) jenis
Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huru® a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d.

{4} Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) memiliki pengalaman kerugian
karena Risiko sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) hurut e, huruf f, huruf g, dan atau huruf
n yang aapat membahayakan kelangsungan
usahanya, Bank wajib menerapkan Mana-
jemen Risiko sebagaimanra dimaksud dalam

-

Pasal 2 ayat (2) ferhadap Risike dimaksud.

BAEB I
PEMGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI
Bagian Pertama
Umum

Pasal §

Bank wain menstapkan wewenang dan tanggung
| |elas pada setiap jenjang j[abatan yang

i i e
Qh-J008

8 el
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t dengan penerapan Manajemen Risiko
saimana dimaksud dalam Fasal 2.

i

Bagian Kedua
penangan dan Tanggungjawab Dewan
' Komisaris

Pasal 6

srang dan langguni jawan sebagaimana
cud dalam Pasal 5 bag dewan Komisaris
ng-kurangnya:

-anyetujui dan mangevaluas webijakan
fanajemen Risiko,

rengevaluasi perlanggungjawaban Diraksi
tas pelaksanaan kebijakan Manajemen
Wik sebagaimana dimaksud dalam huruf
X

nengevaluasi dan memutuskan per-
chonan Direksi yang berkaitan dengan
ranzaksi yang memerlukan persetujuan
ewan Komisaris

Bagian Ketiga
renangan dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 7

Newenang dan tanggung jawab sebagal-
nana dimaksud calam Pasal 5 bagi Direksi
ekurang-kurananya:

. menyusun kebijakan dan strategi
Manajamen Risiko sacara tertulis dan
komprehensif:

. hertangoung
kebijakan Manaje

awap atas pelaksanaan

men Risiko dan
eksposur Risiko yang diambil oleh Bank
secara keseluruhan,

- mengevaluasi dan memutuskan
fransaksi yang mamerlukan persetujuan
Direksi,

4 mengembangkan budaya Manajemen
Risiko pada seluruh jenjang organisasi,

= memastikar peningkatan kompetenst
sumberdaya manusia yang tersait
dengan Manaemean Risiko:

i memastkan babwe fungst Manajemen
Risiko lelah heroperasl secara

noepenGen;

melaksanakan kay ulang secara berkala

uptue memastikar.

4 keakuratan metnodolog! panilatan

Risilea:

(L]

o Peruntdano-unaanoa fen, Z20aAami

2. kecukupan implementasi sistem
informasi manajemen; dan

3. ketepatan kebijakan, prosedur dan
penatapan limit Risiko.

(2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayal {1), Direksi harus memiliki
nemahaman yang memadal menganai Risiko
yang melekat pada selurun aktivitas
fungsional Bank dan mampu mengambil
tindakan yang diperiukan sesuat dengan profi
Riziko Bank.

BAB IV
KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN
PENETAPAN LIMIT
Bagian Pertama
Kebijakan Manajemen Risiko

Pasal 8

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf b
sakurang-kurangnya mamuat:

=]

.

L

(1)

g N i
it

penetapan Risiko yang terkail dengan produk
dan transaksi perbankan;

penetapan penggunaan metode pengukuran
dan sistem informasi Manajemen Risiko;
penantuan limit dan penetapan toleransi
Risiko,

penetapan penilaian peringkat Risiko;
pEnyLISUNan rencana darurat {zontingency plan)
dalam kondisi terburuk (worst case scenario),
penetapan sistem pangendalian intern dalam
penarapan Manajemsn Risiko

Bagian Kedua
Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

FPasal 9

Prosedur dan penetapan limil Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
{2y huruf bwajib disesuaikan d=ngan tingkat
Rigiko yang akan diambi! {risk appetite)
tarhadap Risike Bans

Drasedur dan panetapan limit Risiko
sehagaimana dimaxsud aalam ayvat {1)
sEkurang-kurangnya memuat

a  akuntabilitas dan jenjang delegasi
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bt pelaksanaar kaji ulang terhadap
prosedur dan penetapan limit secara
berkala

£ cokumentasi prosecur dan penstasan

mit secara memadal

DEam e = pe
SIS ot

limit Risike sebagamana

dimaxsud dalam ayat (2 wajib mencakun:

a. limit secara keselurubhan

0. limit perjenis Risiko: dan

¢ limit per aktivitas fungsional terteniu yang
meamiliki eksoosur Risiko

BAE W
"ROSES IDENTIFIKAS], PENGUKURAN,
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN
ISTEM INFORMAS| MANAJEMEN RISIKO
Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

ses (danifixasi
n pengendalian
d dalam Pasal

selurth faktor-

Bank wajit melalkukan pro
pengukuran, pemantauan da
Risiko sebagaimana dimaksu
2 ayat (2) hurufl ¢ terhadap

-'—-LI-

fakior Risiko (risk tors) vang bersifat ma
tenal
Felaksanaanr oroses ictentifikas

pengurkuran. pemantauan dan pengendalian

Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat

1 wajib didukung aleh

a sisiam inférmasi manajsmen
waklu: dar

n. laporan yang akurat dan mmformatif
mengenai Kxondisi keyuangan Bank
kinerja aktwitas furgsional dan eksposur
Risiko Bank.

yang iepat

Bagian Kedua
Proses ldentifikasi, Pengukuran,
FPemantavan dan Fengendalian Risikoe

Pasal 11

Pelaksanaan prosos dantifikas: B
ang-Kurangnya dilakukan
elakuxgan angliais 121

a  karakteristik Risiks yvane
Bank dan

b, Risika dari pro

gt b

denoan
t pada

o dan xeqatan usaha

(2]

-

I i T ST L P AR
s i B TG R %‘EEE
I

Dalam rangka melaksanakan pengukuran
Risika Bank wajib sekurang-kurangnya
melakukan:

2. evaluasi secara berkala terhadap

kasesuaian asumsi, sumber data dar
prosadur yang digunakan untuk
mangukur Risiko

. penyempurnaan terhadap sistem

pengukuran Risiko apahkila terdapat
perubzhan kegiatan usaha Bank, produk,
transaksi dan faktor Risiko, vang bersifat
maierial,

Calam rangka melaksanakan pemantauan
fisiko, Bank wajib sekurang-kurangnya
melakukan.

a evaluasi lerhadap eksposur Risiko;

b penyempurnaan proses pelaporan
apabila terdapat perubahan kegiatan
tisaha Banl, produk transaksi. fakicr
Risiko. tekneclogr informas: dan sistem
informasi Manajemen Risiko yang
bersifat materia!l

Fe'aksanaan proses pengendalian Risiko
wa'b digunakan Bank untuk rrengelala Risiko
tertentu yang dapat membahayakan
kelangsungan Jsana Bank

Dalam melaksanakan funosi pengendalian
Fisika suku bunga Risike nilai tukar, dan
Risiko likuiditas ﬂbaga'm’-ma dimaksu':l
dalam Fasal 4 hurut ayat (1) haruf b dan huru
z, Bank sekurang- =<L rcrlq' Y& Mmenerapkan
assels and lizbilties management (ALMAS

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12
E|5 Ny informasi Manajemen Risiko
cbagamana cimaksud dalam Pasal 2 ayar
"‘| FiLeriaf '...?'&l:rﬂ"ll_'g-FLLJ."E[‘I-'__]F":.-':'E! mencakup
lmperan atauinformas mengenas
a.  eksposur Risite;
b kepatuhan terhadap kebijakan dan
prosedur seris pene _:lmn limit
sehavarrana dimak-ud dalam Paszl 8

dat Fasal 9,
= reslisasipelsksanzarn Manajemen Risiko
didandingkan dencan target yanyg

ditetapkan
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E'@) Laporan atau informasi yang dihasilkan dar
sistem Informasi Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
disampaikan secara rutin kepada Direksi,

BAB VI
SISTENM PENGENDALIAN INTERN
Bagian Pertama
Lmum

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian
miern secara efektf terhadap pelaksanaan
- kegatan usaha dan operasional pada seluruh
gnjang organisas) Bank
Pasal 14

(1) Felaksanaan sistem pengendalian mtern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sekurang-kutanunya mampu secara tepat
wakiny mendeteks| kelemahan dan
penymmpangan yang terjadi

2] Sistermn pengendalian

intern sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajibh memastikan

a  kepatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku serta

kebljakan atau ketentuan intern Bank

b. tersedhanya informas: keuangan dan
manajemen yang lengkap, akurat, tepal
guna, dan tepat wakly

¢ efektivitas dan efisiens| dalam kegiatan
operasiunal, dan

d. efektivitas budayva Risiko (risk culture)
pada organisasl WBank sacara

Eagian Kedua
Sistem Pengendalian Intern dalam
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 15
1) Sistem pengendalinn inlermn dalam
penerapan Maralemen Risito sebagaimans
dimaksudl datarm Pasal 2 ayvat (27 hurul o
SERUrang-kurananya mensakup
a. kesasuaan '__.55 pengendalian Intarn
dengan jems dan lingkat Risiko yang
melekatl pada kegiatan usaha Bank

b. penetapan wewenang dan tanggung
jawab untuk pemantauan kepatuhan
kebijakan prosedur dan limit
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8§
dan Pasal 9

c penelapan |alur pelaporan dan
pemisahan fungsi yang |elas dari satuar
Kerja aoperasicnal kepads satuan kKerna
yang melaksanakan fungs|
pengendalian,

d  struktur arganisas yang
mengaambarkan secara jelas kegiatan
usaha Bank;

e. pelaporan keuangan dan kegiatar
cperasional yang akurat dan tepat wakiu

f.  kecukupan prosedur untuk memastikan
kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku

g kaji ulang yang efektif, independen dan
obyeklif terhadap prosedur penilaian
kegiatan operasional Bank

n. pengujian dan kaji dlang yang memadal
terhadap sistem informasi manajgmen.

. dokumentas: secara lengkap dan
memadal teinadap prosedur operasional
cakupan dan temuan audil, serta
tanggapan pengurus Bank berdasarkan
hasi| audit,

i verifikas) dan kaj ulang secara berkala
dan berkesinambungan terhadap
per*ﬂnr‘aran kelemahan-kelemanan
Bank yang bersilat matenal dan tindakan
pengurus Bank untuk memperbaik
peanyimpangan-penyimpangan yang
faeriac

(2) Peniaian terhadap sistem pengandallan In
tern dalam pensrapan ["Il-;n_ajerrgv'- Rigikc
SEbﬂ;‘:H:!"-'-.':!."‘E! dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh satuan kerja audi
[SKAL

intern

BAE VI
ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN
RISIKO
Bagian Pertama
Umum

Fasal 16

Dalam rangka peiaksan
Manaiemen Ris
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psud dalam FPasal 2, Bank wajib mem-

domite Manajemen Risiko; dan
i satuan kerja Manaiemean Risiko

Bagian Kedua
Komite Manajemen Risiko

o O e . T

Pasal 17

% Komite Manajemen Risiko sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 16 huruf a sekurang-
wirangnya terdici dari;

a. mayortas Direks: dan
b pejabat eksekutf terkat

2 Wewenang dan tangoung jawab komite

Manzemen Risiko szbagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah memberikan

rekomendasi kepada Direktur Utama, yang

sexurang-kurangnya meliputi:

2. penyusunan kebiiakan, strategi dan
pedoman penaragan Manajemen Risiko,

b. perbaikan atau penyempurnaa
pelzksanaan Manaiemen Risiko
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
dimaksud,

¢. penslapan {justfication) hal-hal yang
terkait dengan -'.'JL-I_IiLeE.'-EII“I bisnis yang

menyimpang darn prasedur normal (ir- -

regularities)

Bagian Keliga
Satuas Herja Manajemen Risiko

asal 18

L 8lrukiur organisasi satuan keria Manajemen
Risiko Bank sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 16 hurut b disesuaikan dengan ukuran
dan kompleksitas uszaha Bank serta Rigike
yang melekat pada Bank

| Satuan kerja Manzjgmen Risiko sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) harus

ir‘lE‘E‘PE"‘"l’]"': ternadap satu;m kerja
gperasional (i L‘-ta'«'f'".c_; unit) dan terhadap
satuan kKerja yang melaksanaxan fungsi

pengendaiian intern,

Satuan rerja Manai:
mana dim

wien Risike sebagal-
aksud dalam ayat (2) berlanggung

i Perundang-undangans Mo, 2264%amis 12

jawab langsung kepada Direkiur Utama atau
kepada Direktur yang ditugaskan secara
khusus

i4) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja
Manajemen Risixo maliputi
a. pemantauan pelaksanaan strateq:

Manaemen Risike yang telah disetujui
oleh Diraxsi
b, pemaniauan posis| Hisiko secara

. -ES-E|L.I'LJ“"—T‘ f-:cun'-r:o-: tel, per jenis Risiko

dan par 1enis aklivitas fungsional serla

melakiukan stress tast na,

kai ulang secara ber<alaterhadap prosas

Manaemean Risikg

d. pengkajian usulan aktivitas dan atau
produk barw

g evaluasi ternadap akurasi model dan

validitas data yang digunakan untuk

mengukur Risike, kagl Bank yang
mengaunakan model untuk keperluan
intern (nternal model);

mamkberikan rekomendas! kepada satuan

kerja cprrasional (risk taking unit) dan

alau kepada somile Manziemen Risiko,

Sesua vang dinmiliki;

g, menyusun dan enyampaikan laporan
proflfkomaoosis Risiko kenada direktur
utama aiau -'-'-rL'-IalL|| yang ditugaskan
s2cara khusus dan komite NManajemen

e - -
RISIKD secard ;."r.-'." I(-.<5|<.'

(]

| kewenangan |

agian Keempat
Hubungan Satuan Kerja Operasional dengan
Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pasal 19

Sa'uﬂﬂ |-:__:_'Ija ooorasion
mana dir |1I:i.k.5._|,_| dala

al {risk taking unit) sebagai-
m Pasal 18 ayatl (2) wajin
rmengnformasizas eissosu Risike yang melekat
pada satuan I~’-‘-’ vand bersangkutan kepada

satuan kera Marajemean Ris ko secara berkala.

BAE VI
PENGELOLAAN RISIKO FRODUK DAN
ARTIVITAS BARU

Paugl 20

(1) Dalam rangra per n:&whdld—r' isike yang
melexat cada orodulk dan aktiviias hary Bank

OG- 2003 f-ff
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wajb memiliki kebijakan dan prosedur secara
fertulis,

Y} Kebijakan dan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputl:

a. sistemn dan prosedur (standard operat-
ing procedures) dan kewenangan dalam
pengelolaan produk dan aktivitas baru:

b, identifikasi seluruh Risike yang
terkait dengan produk dan aktivitas
baru;

¢ masa ujl coba metode penguxuran dan

pemantauan Risiko terhadap produk dan

aktivitas bard,

sistem informasi akuntanst untuk produk

dan aktivitas baru,;

= analisa aspek hukum untuk produk dan

aktivitas baru

=N

Fasal 21

ank wajib mengungkapkan Risiko yang melekat
ada produk dan aktivitas baru sebagaimana
maksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada
asabah.

BAB IX
PELAPORAN
Bagian Pertama
rencana Kegiatan (Action Plan) Penerapan
Manajemen Risiko

Pasal 22

| Penerapan Manajemean Risikc sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Z dapat dilaksanakan
dengan atau tanpa tzhapan

7y Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank
wajib menyampaikan laporan action plan
kepada Bank Indonesia

3 Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk
melakukan penyesuaian terhadap laporan
action plan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) apabila action plan diniiai belum
sepenuhnya memenuhi persyaratan mini-
mum yvang diatur dalam Peraturan Bank In-
donesia inl dan ketsntuan pelaksanaan
terkait lainnya

{4)

Action plan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah Peraturan Bank Indone-
sia ini diberlakukan.

Jangka waktu penyelesaian aclicn pian
sehagaimana dimaksud dalam ayat (2]
ditetapkan selambat-lambatnya 8 (sembilan}
oulan sejak laporan action plan diterima oleh
Bank Indonesia

Pasal 23

Bank wajib menyampaikan laporan realisasi
action plan penerapan Manajemen Risiko
kepada Bank Indonesia.

Laporan realisasi action plan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disampaikan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelan tanapan realisasi action plan

Bagian Kedua

Laporan Profil Risiko serta Laporan Produk

{2)

{4)

dan Aktivitas Baru
Pasal 24

Bank wajib menyampaikan laporan profll
Risiko kepada Bank Indonesia.

Laporan profil Risike yang disampaikan oleh
satuan keria Manajemen Risiko kepada Bank
Indonesia sebagamana dimaksud daam
ayat (1), wajib memuat substansi yang samsa
dengan laparan profil Rigike yang disampai-
kan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada
Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko.

Laporan profil Risiko sebagaimana dimaxsud
dalam ayat (1) disampaikan secara triwulanan
untuk posist bulan Maret, Juni, September
dan Desember.

Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) disampaikan sslambat-
lambatnya 7 (tujuh) har kerja sataiah axhir
bulan laporan.

Laporan profil Risikc sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1} cisampaikan pertama kall

S

untuk posisi laporan Maret 2005,
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Pasal 25

ik wajlb menyampakan laporan produk
aklivitas baru kepada Bank Indonesia

poran produk dan aktivitas baru
wagamana dimaksud dalam ayat (1) wajib
j&ampaikan pada setiap penerbitan produk
#n aktivitas baru dan selambat-lambatnya
#8uh) hari kerja sejak pre
§ udimaksud efektf dilaksanakan

H

duk dan aktivitas

facoran produk dan  aktivitas barw
gbagaimana dimaksud dalam ayal (1)
$ampaikan pertama kali untuk produk dan
Fidvitas baru yang diterbitkan setelah Bank
fenyelesaikan action plan sebagaimana
I-i":lﬂkﬁl.]d dalam Pasal 22

Bagian Ketiga
Laporan Lain

Pasal 26

}hﬂk wajib menyampaikan laporan kepada
Sk lndnnesla selain laporan sebagaimana
dmaksud dalam Pasa! 24 dalam hal terdapat
tondisl yang berpotensi menimbulkan
tarugian yang signifikan terhadap kondis
tauangan Bank.

22k Indonesia dapat meminta Bank untuk
nenyampaikan laporan sebagaimana
dmaksud dalam Pasal 24 diluar jangka

xakly yang anetackan

Bagian Kecmpat
Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 27

kdanogap teriambat menyampaikan laporan
Kaimana dmaksud dalam ~4t$' 22, Pasal
FaE-:I' {..‘*. dan Pasal 25 ]||au a |1' iran ci-
paikan melampaul batas wakiu penyampaian

Bagian Kelima
mat Laporan dan Alamat Penyampaian

Pasal 28

mat dan petunjuk penyusunan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal
23, Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dalam Surat
Edaran Bank Indonesia

Pasal 29
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

Pasgal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 waijib
disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan

alamat

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, JI MH
Thamrin No .2, Jakarta 10110, bagi Bank yang
berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat
Bank Indonesia.

b. Kantor Bank Indcnesia setempat, bagi Bank

vang berkantor pusat di luar wilayah kerja
Kantor Pusat Bank Indonesia

BAE X
LAIN-LAIN
Bagian Pertama
Penilaian Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 30

Bank Indonesia dapat melakukan penilaian
terhadap penerapan Manaemen Risika pada
Bank

Pasal 31

Bank wajib menyediakan data dan informasi yang
berkaitan dengan penerapan Manaemen Risiko
kepada Bank Indonesia

Eagian Kedua
Aspek Pengungka.an Kinerja dan Kebijakan
Manajeman Risiko

Pasal 32

Pengungkapan Manajemen Risiko dalam
laporan tahunan Bank sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bank
Transparansi Kandisi Keuangan Bank wajib
tisasuakan dengan Peraturan Bank Indone-

ndonesia mengenai

sia ini

¢ ngungxana ebagamana dimaksud
id@lam 2ya 1) sekurang-kurangnya
mencakup kinerja Manajgmen Risiko dan
arah kebijakan Manajemen Risiko

3 Lo

A = .

il 4
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§ Penyesuaian pengungkapan Manajemen
" Rsiko sebacaimana dimaksud dalam ayat
1) untuk pertama kali dilakukan unfok
4 Bporan tahunan pasisi akhir Desember 2004

BAE IX
SANKS|

FPasal 33

é}ﬁankre 1a terarn

& seha ’hsl' ana o

Rat menyampaikan laporan
maksud dalam Pasal 22

" Pasal 23, Pasal -'-'| N Pasal 25 dikenakan
san |.5| kewallban n--.'-|:l:-:-1_.f.'1| sehesal
;-Rp1.000.000,00 | W |uta rupiah) per har

he!m.....ul atan per laporan

. I'.'.‘:I Bank yang belum menyampaikan laporan
sebagaimana ||'I-I"Ilif1|..1 n Pasal 22
P-:-'I_rJ- 23 I"n al 24 lan Pasal 75 ¢ spiplah 1

E::I!..' " ..:,_-J' S¢ 1} Lala awhH '..-'..:llr".l
'
penyampaian lapora hakar sanks
kewaiban emeayar ehesa
Rp50.000.0C i puich uta ruplah) pe
laparan serta dil ntegu tertulis olal
Bank
3 Ea i e 1 sehaga
Ma 5 i ‘asal 23
E Pa ' o1 tt bula
B Lat l [ i
a f ¢ | K ewajlbai
I ¥ | iima
r
-i' C | | I i1
el e "
1
Iic } 181
&S Jan 1ol
ma ratura
B keanaa
i W i ibar
- ima
Il t | aul. 1
4 ; 1
¥ | Il-

Pasal 34

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bant
Indonesia iIm dan ketentuan peiarsanaan terkait
lainnya dapat dikenakan sanks aaministratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Lindann
undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perbankan
sebagaimana telah dilbah denaan Lindang
undang Namor 10 Tahun 19898 antara lain
Derupa
& leguran teriulis
B pembekuan kegialan usaha tertentu
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Kelentuan lebih lanjut mengenai penerapan
Manajemen Risiko dan pengendalian intern
bam Bank diatur letih lamut dengan Surat
Edaran Bank [ndanesia

2] Dengan berlakunya Peraturan Bank Indone-
sia inl Bank wapb menyesuakan pedoman
bperasional yang terkait dengan penerapan
Manajemen Risiko

Pasal 36

']

Peraturan Bank Indonesia in mulai Beriaku para
tangagal 1 Januari 2004

Ditetapkan di Jakarta
Fada tanggal 19 Mei 2003
GUBERNUR BANK INDONES|A

ttel

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003 NOMOR 56
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 5/8/PB1/2003
i TENTANG
FENERAPAN MAMNAJEMEN RISIKO BAGI
BANK UMUM

UMM

Kegialan usaha Bank senantiasa dihadapkan
pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan
ungsinya sebagzai lembaga intermediasi
relangan. Pesatnya perkembangan lingkungan
eksternal dan internal perbankan juga
nenyebabkan semakin kompleksnya risiko
iegiatan usaha perbankan. Cleh karena ity agar
rampu beradaptas: dalam lingkungan bisnis
erbankan, Bank dituntut untuk menerapkan
nanajemen risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-
rinsip manajemen risiko yang akan dianut dan
iterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan
ejalan dengan rekemendasi yang dikeluarkan
leh Bank far International Settiements melalui
lasle Committee on Banxing Supervision
‘rinsip-prinsip tersebut pada dasarnya
nerupakan standar bagi dunia perkankan untuk
apat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam
uang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan
nerasional perbankan yang sangat pesat
Ewasa ini.

Penerapan manajemen risiko dapat
ervariasi antara satu Bank dengan Bank lain
asual dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran
an kompleksitas usaha serta kemampuan Bank
alam hal keuangan infrastrukiur pendukung
walpun sumber daya manusia. Bank Indonesia
enetapkan ketentuan ini sebagai standar mini-
1al yang harus dipenuhi oleh perbankan Indo-
esia dalam menerapkan manajemen risiko,

Dengan ketentuan ini, bank diharapkan
ampu melaksanakan seluruh aktivitasnya
ecara terintegrasi dalam suatu sistem
engelolaan risika yang akurat dan
smprehensif

ASAL DEMI PASAL

asal !
Cuxup isias

*asal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a |

Peran Komisaris bagi kantor cabang
bank asing dilakukan oleh pihak-
pihak yang berwenang sesuaj
dengan struktur organisasi Bank.

Huruf &

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Pasal 3

Cukup jelas.

Kompleksitas usaha antara lain keragaman
dalam jenis transaksi/produk/jasa dan

jaringan

usaha,

kKemampuan Bark antara lain kemampuan

keuang

an. Infrastruktur pendukung dan

kemampuan sumberdaya manusia,

Pasal 4
Ayat (1)

Huruf a

Risike Kradit adalah Risiko yang
timbu! sebagal akibat kegagalan
counterparty memenuhi
kewajipannya

Huruf b

Risiko Pasar adalah Risiko yang
timoul xarena adanya pergerakan
variabe! pasar (adverse maovement)
dari portafolio yang dimiliki oleh
Bank, yang dapat merugikan Bank.
Variabel pasar dalam huruf ini adalah
suku bunga dan nilai tukar.

Huruf ¢

Risike Likuiditas adalah Risiko yang
antara lain disebabkan Bank tidak
mampl memenuhil kewajiban yang
telah jatuh waktu

Huruf d

Risiko Operasional adalah Risiko
yang antara lain disebabkan adanya
ketidakcukupan dan atau tidak
berfungsinya proses internal,
kesalahan manusia, kegagalan
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Warfa Perundann-ting

sistemn  alau adanya problem
eksternal yang mempengaruhi
gparasional Banx.

uruf &

Risike Hukum adalah Risiko yang

disshabkan olah adanya kelemahan

aspek yuricis

Kelemahan aspek yuridis antara lain

disehabkan adanya tuntutan hukum,

ketiadaan peraturan perundang-

undanaan yang mendukung atau

k=lomahan perikatan seperti tidak

dipenuhinya syarat sahnya kaontrak
; dan pengikaten agunan yang tidax

sempurna

! Huruf
Risiko Reputas adalah Risiko yang
antara lain disebabkan adanya
publikas negatif yang terkait dengan
kegiatan usaha Bank atau perseps

regatif terbiadap Bank

Aurut g
- Risiko Stratagik adaiah Risiko yang
antara lain disehabkan acanya

=
L}

nenetapan clan pelaksanaan strategl
Bank yang tidax lepat, angambilan
keputusan bisnis yang tidak tepat
atau kurang responsifnya Bank

terhadap perubahan eksternal

Huruf b

Risiko Xepatuhan adalah Ristko
yang disebabkan Bank lidak
mematul atau tidak melaksanakan
neraturan perundang-undangan dan
ketentuan lain yang berlaku. Penge-
lolaan Risiko Kepatuhan dilakukan
melalui penerapan sistem pengen-
datian intern sscara konsisten

Ayat {2}

Bank dianggap memiliki ukuran dan

kompleksitas usaha yang lnggl antara

lain apahila memenihl salah salu kondis!

berikut

i, Bank yang memiliki total aktiva
sebasar Bp 10 000, 000.000.000,00
(sepuluh triliun rupiahy;

3 Barkyang aktif secara ntarnasional

(nternationaliy active panks), yaitd

icran o 2264 04amis, 12-0

m

:_:' FpE L

Bank yang memiliki kanter cabang di
beberapa negara lain atau Bank yang
merupakan kantor cabang dari Bank
yang berkantor pusat di luar negeri,

3 Bank yang memitiki 30 (tiga pulub}
kantor cabang atau lebih]

4, Bankyang memiliki 150.000 (seratus
tima puluh ribu) nasabah atau lebih:;
dan atau

5 Bank yang memiliki tingkat
keragaman yang tinggi dalam
transaksi/produk/jasa.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

FPasal 5

Cukup jelas

Pasal B

Huruf a

Eyaluasi kebijakan Manajemen Risike
dilakukan cleh dewan Komisaris
sakurang-kurangnya satu kal dalam satu
tahun atau frekuansi yang lebih tinggl
dalam hal terdapat perubahan faktor-
faktor yang mempangaruni kegiatan
usaha Bank secara signifikan.

Huruf b
Evaluasi pertanggungjawaban Direksi
atas pelakssnaan kehjakan Manajemen
Risiko dilakukan oleh dewan Komisaris
gekurang-KUurangnya secara trivwulanan

Huruf o
Transaksi yang memerlukan persetujuan
dewan Komisaris adalah transaksi yang
telah melampaui kewenangan Direksi
untuk meamutuskan transaks dimaksud
sesual dangan kehiakan dan prosedur
intern Bank yang barlaku.

i

p=

yas (1]
Huruf a
Termasuk dalam kebijakan da
strateg) Manajemen Risike adalab
penctapan dan persetdjuan limit

Rigike bhaik Rislko secara

j_qd
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kaseluruhan (composite), per jenis
Risiko. maupun per aktivitas
fungsional

Kebijakan can strategi Managmen
Riziko disusun sekurang-kurangnya
satu kalj dalam satu tahun atau
frekuerst yang labih tingg dalam nal
terdapat perubahan fakticr-fakior
yang mempengaruhi kegiatan usaha
Bank secara signifikan

Huruf b

Termasuk tanooung jawab atas
pelaksanaan kebijakan Maraiemen
Risiko adatah

1. mengevaluasidan memberikan
arahan berdasarkan laporan
yang disampaikan oleh satuan
kerja manajemen risikoe,

2. penyampaian laporan per-
tancoungjawaban  kepada
dewzn Komisaris 5gcara

Hurul ¢

Transaksi yang memeriukan Der-
setujuan Direksi antara laintrans aksi
yang telah melampau’ kewenangan
pejabat Bank satu ting=at al bawan
Direksi sesual dengan kabijakan
dan prosacur infern yang berlaku

Huruf d
Pengembangzn budaya Manaemen
Risiko antara lain meliputi komuni-
kasi yang memadal kepada seluruh
jenjang organisasi tentang penting-
nya pengendalian inlern yang efektif

Huruf &
Peningkatan kompetensi sumber-
daya manusia antara lain melalul
program pendidikan dan pelatihan
secara perkesinambungan mengenai

"

pengrapan Manaiemen Ristko

Huruf
Yang dimaksud dengan pengertian

independan antara lain adanys

pemisahan funags! antara satuan
kerja Manajemen Risiko yang
molakukan dentifikasi, penou-uran
dan pemantauan Risiko dengan

Warta Perundang-unils B R Lo - s T L e O

satuan kerja yang melakukan dan
menyelesaikan transaksi,

Huruf g
Kaji ulang secara berkala antara lain
dimaksudkan untuk mengantisipasi
apabila terjadi perubahan faktor
cksternal dan faktor intarnal

Ayat (2)
Cukun jelas

Fasal 8

Penetapan kekijakan Manajemen Risiko
antara lain dengan cara menyusun strateqi
yang memastikan bahwa:

1. Bank tetap mempertahankan eksposur
Risiko sesuai dengan kebijakan dan
prosedur intern Bank dan peraturan
perundang-undangan seria ketentuan
lain yang berlaku,

Bank dikelola oleh sumberdaya manusia
yang memiliki pengetahuan, pengalaman
can keahlian di bidang Manajemen
Risike, sesuai dengan kompleksitas
usaha Bank Penetapan strategi
Manajemen Risiko juga
mempertimpangkan kondisi Keuangan
Bank organisasi Bank, dan Risiko yang
smbul sebagai akibat perubahan faktor
eksternal dan faktor internal.

P~

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Clukup jelas.

Huruf ¢
Toleransi Risiko merupakan potensi
kerugian yang dapat diserap oleh
permodalan Bank

Huruf d
Penetapan penilaian peringkat Risiko
merupakan dasar bagi Bank untuk meng-
kategorikan peringkat Risiko Bank. Hasl|
pengukuran Risike capal dikategorikan
m=njadi tga peringkal, yaitu rendah {lonw),
moderat {moderatg), dan tingai (hign).

Huruf e

Cukup elas.

J-12
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Huruf f
Cukup |gias

 Apeal §

o Ayal i)

Tingkat Ristka yang akan diambil (ris#
1 appetite} memperhatikan pengalaman
yang dimilixi Bank dalam menge 3 Risiko

It
Qi

Ayal (2]
Huruf a
Cukup 12las

Huruf o
Pengertian secara berkala saxurang
kurangnya satu kall dalam satu tahun
atau frekuens| yang lebih tingg
sesual dlengan jenis Risiko, kebutuhan

dan perkembangan Bank

Hurut ¢
Pengertian dokumentas! yang
memadal adalah dokumentas! yang
tertulis langkap dan memudahkan
untuk dilakukan jejak audit (audit
ratl) untuk kKeperldan tuuan

pengendatian intern Bank

Avat | 3
Clukup |ela

Fasal 10

Avat (1]
Faktor-faktor Pisike adalah berbagal pa
rametar yang mempendgal 1hi BKSDoSUl
Rigiko, Faktor-faktar Risiko | bersifat
material adalah faktor-faktor l isiko baik
kuantitatl! maupun Kualtatit yang
berpengarutl secara signilikan terhadag
kondisi keuanagan Bane

Aval ()
LI [l

Pragas [dentifikasi Figiko antara [air

clapat didasarkan pada pangeaiaman

keruglion Bank yang permah tanad|
."'l.'-.,'.].P |"'|

Lintuk meamperldragan Hisiko, Bank

dapa G R A barbaga!

kurangnya secara tnwulanan
'-—r.Jn_- 151 yang lepoin tingg

Huruf B
Perubahan yang bersifat matena
adalah perubahan kegiatan usana
Bank produk transaks: dan fakiof
Risika, yang dapat mempangarun

kondisl keuangan Bank

Hurul a
Evaluasl terhadap eksposur nisiKo
dilakukan dengan cara ,.-.2' mantauan
dan pelaporan Risiko yang bersiiat
material atau yang berdampa#
kepada kandisl permodalan Bank
yvang antara lain digasarkan atas
penilaian potensi Risiko dengan

menagunakan histoncal trend

: y Risiko dapat dilakukal
.lrl[:::.| lain 1-‘_"i-.].'i"- cara indung
metode mitigas! risiko, dan penambahar

modal untuk menyerap potens) Kerugian

Laparan Btaw inftorme BRSO
ko mencakup eksp it
1an I"I-Ilr-!allr % | Ara » |

ieomeasiie ) Imavoun rincian ;"Ip- &4

Risika dan per [erms axtivita
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Huruf b
Cukup j=las

Huruf ¢
Cukup jeias

e (2}

¢ laperan  atau  informasi  yang
disamopaixan kzopada Direksi dapas
diingratxan frekuensinya sesuai dengan
kebutuhan Bank,

bt 1)

ol
= 1
=
i
o

yang lengkap akurat, tepat guna
dan 1=pal wakld diperiukan dalam
rang«a pencambdan keputusan
yang lepal dan dapat dipertang-
gung-jawabkan zerta dikomunikas:-

kan vepadsa pihak  wang

berkeperlingan

fextivitas dan efisiensi dalam
<egiatan operasional antara lain
diperlukan untuk malindung: aset
dan sumberdaya Bank lainnya dari
Risiko terkai

Huruf d
Efakiivitas budaya Risiko dimaksud-
kan untuk mengidentifikas:
kelemahan dan penyimpangan
secara lebit dini dan manilai kembali

kewajaran kebijakan dan prosedur

vang ada pada Bank secars
berkesinambungan.

a1 15
fyat (1)
Cukup ielas

t Periindang-tindangan No 226844<amis

{2-06-2003

Ayat (2)
Cukup ielas,

Pasal 16
Huruf a
Komite Manajemean Risiko harus barsifat
non strukiural,

Huruf b
Satuan kerja Manajemen Risika harus
bersifal strukiural

FPasal 17
Ayat (1)
Keanggaotaan Komite Manajemen Risiko
dapat berupa keanggotaan tetap dan
tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Bank,

Huruf a
Salah satu anggota darn mayoritas
Cireksi dalam kemite Manajemen
Risiko adalah Direktur Keoaiuhan

Huruf b

Perabat eksekutit adalah pejabat
Bank satu tingkat di bawah Direksi
yang mamimpin satuan kerja opera-
sicnal doan saluan kerja Manajemen
Ristko, Keanggotaan pejabat
cksekulf dalam Komitz Manajemen
Risiko disesuailkan dengan per-
masalahan dan kebutuhan Bank,

Ayat (2)
Huruf a

Cuxup |elas

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis
yang monayimpansg dari prosedur nor-
mal antara lain pelampauvan ekspansi
Jsana yang slanifikan dibandinakan
rencana bisnis Bank dan peng-
ambilan posisieksposur Risiko yang
menyimpang dar imit yang telah
ditetapkan.

Pasal 18
Ayat (1)
Pengaturan i dimaksudicar sgar Bank

ST
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dapat menentukar strukiur organisasi
yang lepat dan sesual dengan kondisi
Bank, termasui ke'namp'ﬂﬂ keuangan
dan sumberdaya manusia

val (2]

Pengertian independen antara lain

ercermin dari adanya;

1. pemisahan funagsi/tugas antara
satuan kerja Manajemen Risiko
dengan satuan «<eria operasional
{risk-taking unit} dan satuan kerja
yang melaksanakan fungsi
pengendalian intern;

2. proses pengambilan keputusan
yang tidak memihak atau meng-
untungkan satuan kerja operasional
tertentu atau mengabai-kan satuan
kerja operasional lainnya

yat (3]

Mengingat ukuran dan kompleksitas
usaha Banx yang b=rbada maka satuan
keria Manajemen Risiko dapat
pertanggung jawab langsung kepada
Direktur yang ditugaskan secara khusus
oleh Bark separh Direktur Kepatuhan
atau Direktur Manaiemen Risixo.

stilah Direktur Utama dapat dipersama-
kan dengan Presiden Direktur

vat (4)
Kewenangan dan ltanggung jawab
satuan kerja Manzjemen Risiko
disesuaikan cergan tuivan usaha.
kompleksitas usaha dan kKemampuan
Bank

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Stress tesling dilakukan guna
mengetant tlampsak SAar
mplementas ':=-"‘i'".ul-':;|"| danstrateg
Manajemen RKisiko terhadap kinerna

gan pendapga ’*n masing-masing
satuan kera ocperasional atau
gkiivitas fungsionzl Bank.

Huruf ¢

b e b AL R CERAE

atau perkembangan praktek-prakiek
Manajemen Risike yang beriaku
secara internasional.

Huruf d
Termasuk dalam pengkajian adalah
perilaian kemampuan Bank untuk
melakukan aktivitas aan atau produk
paru dan kajian usulan perubahan
sistem dan prosedur

MHuruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rekomendasi antara lain memuat
rekomendasi yang terkait dengan
besaran atau maksimum eksposur
Risiko yang wajib dipelihara oleh
Bank.

Huruf o
Profil Risiko merupakan gambaran
secara menyelurun atas besarnya
notensi Risiko yang melekat pada
seluruh portofolic atau eksposur
Bank
Frekuensi penyampaian laparan

. wajib ditingkatkan apabiia kondis!
pasar berubah dengan cepat. Untuk
eksposur Risiko yang berubah relatif
ama, sepertl Risiko Kradit maka
penyampaian laperan disampaikan
salambat-lambatnya satu kali dalam
satu oulan

Fasal 19
Frekuens: penyampalan informasi eksposur
Risiko disesuaikan dengar karaktenstk jenis
Risiko. Termasuk dalam dafinist satuan karia
operasianal (risk taking unit) antara lain
satuan kerja perkraditan treasuri dan
pendanaan

Fasal 20
Ayat [1)
Frocuk dan ax<tvitas ban meatupakan
produk dan aklivitas yang secelumnya
tidak perman dilakukan otel Bank,

Ayat (2]

e

=t El-'ﬂ

¥aji ulang antara lain dilakukan Huruf a
herdasarkan temudn auditintern dan Cukup jelas.

e R e e .
a Perundang-undanngan Mo 2254 amis, 12-06-2003 J-15
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- Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Masa uji cobka cimaksudkan untuk
memastikan bahwa metocde
pengukuran dan pemantauan Risiko
telah teruyl dani aspek kehati-hatian
dan aspek-aspek lainnya,

Huruf d
Sistem informasi akuntansi seku-
rang-sekurananya meng-gamhbar-
xan profil Risiko, tingkat keuntungan
maupun Kerugian untuk produr dan
aktitas baru secara akurat.

_Hurufe
Analisa aspek hukum mencakup
kemungkinan adanya Risiko hukum
yang akan ditimbulkan cleh produk
dan aktivitas baru serta kesesuaian
dengan keterntuan dan perundang-
undangan yang berlaku

s 21
Selurih Risike yang melekal pada produk
dan aklivilas Larw acinformasikan secara
Yansparan kepada nasabah, balk tertulis
maupun secara lisan agar nasabah
- mamahamirisiko yang terdapat pada preduk
‘ dan aktivitas baru tersshat

g3l 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Action plan disusun untuk memenuhl
parsyaratan minimum pensrapan
Manajemen Risika yang diaiur dalam
Peraturan Bank Indonesia ini dan
ketentuan pelaksanaan terkait lainnya

Ayat (3
Cukup |elas

Byat (4)
Cukup ielas

Ayat (5)
Perhilungan jangka wakiu 9 {sembilan)
bulan termasuk penyesuaian terhadap

i Pariidar

action plan yang dinilai Bank Indonesia
pelum sepenuhnya memenuh:
persyaratan minimum yang diatur dalam
Feraturan Bank Indonesia ini dan
<elentuan palaksanaan terkait lainnya.

Pasal 23
Ayat (1)
Laporan realisasi action plan disusun dan
digunakan untuk memantau tingkat
pencapalan penerapan Manajemen
Risiko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Laporan profil Risika memuat laporan
tentang tingkat dan trend seluruh
eksposur Risiko.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Lapcran profil nisike disajikan secara
soemparalll dengan posisi trivwulan
sebelumnya.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Laporan profil risiko posisi Maret 2005
lizak disajikan secara xomparatif dengan
posisi triwulan sebelumnya.

Fasal 25
Ayat (1)
Laporan produk dan aktivitas baru
sekurang-kKurangnya memuat hal-hal
yang ditetapxan dalam Pasal 20 ayat {(2)

Syat (2)
Cukup izlas,

Axat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
.-'nal '-,I. H1 { ..| :

!

Clkup elas
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. Indonesia dilakukan
iz=arkan hasil pengawasat
el potens) kesul tcm
membahayakan

slanasl, ws; waalkanya

Fazal z
Cukup jelas

readl £U

vilatan Le '“.':%1 Manajmﬂen Risiko Bank
E po 1 Risiko yang melekat (in-
herent :'|:_~'E-' dnn kecukupan sistim

penasncaias =i ko (fisk control system)
Fasai -
ikl in iaiacs

FAVE T
CrRLeias

] ¥

PR Pt

Linena Manajemen Risike merupakan
las) penerapan Manajemen Eisiko
sde awal tahun (Januari)
an akhir tahun (Desambear)
!l.'nll asui il Risiko, sedangkan aran
kebijskan Manajgmen Risiko merupakan
arah dan :‘r’atﬂ-m Manajemen Risike
paricda satu tahun kedepan.

e
o

"I-"} al '.F;.l.l
Cukip jeias

Yang dimakzud dengan han adalah har
kerja. Avat (2) Bank yang telah

cikenakan sanks! kewajiban mﬂmbayar
dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi
lketaria *ﬂ“atw sebagaimana dimaksua

dalam ayat (1]

(1

Ba~k vang t=lzh ocikenakan sanksi
kewaiban membayar dalam ayatini tidsk
dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalarm ayat {1) dan ayat (2}

Ayat {4)
Cukup jelas

Fasal 34
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk dalam pembekuan
kegiatan usana terientu adalah
nambekuan kegiatan Bank yang
mengandung Risike tinggl

Fasal 35

Ayat (1}
Cuxup jelas.

Ayal (2)

Pedoman operasional yang terkait

dengan penerapan Manajemen Ristko

antara lain

1 Padoman Pelaksanaan Fungsi Au-
dit Intern Bank;

? Padoman Kebjakan Ferkreditan
Bank;

3. Pedoman Pelaksanaan Transaksi
Derivatif,

Pasal 35

Cukup [alas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4282

|
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amniran

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :8/9 /PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/25/PB1/2005 TENTANG SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

GEBURNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

d.

bahwa peningkatan keanlian dan kompetensi pengurus bank melalui sertifikat
manajemen risiko memerlukan waktu sementara peningkatan kemampuan bank
dalam mengelola risiko periu segera dilakukan;

bahwa pelaksanaan sertifikat manajemen risiko program eksekutif dapat
memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus bank di
bidang manajemen risiko sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan
mendesak peningkatan kompetensi dan keahlian pengurus bank di bidang
manajemen risiko

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan o,
diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Sertifikasi Manaiemen
Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umun dalam suatu peraturan Bank
Indonesia ;

Mengingat :
1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

T
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10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanhun 1998 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

2. Undang-Undang Nomer 23 Tanhun 1999 tentang Bank Indonesia {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomar 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nemor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ;
Menetapkan :

PERATURAN TENTANG INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 7/25/PBI/2005/ TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM,

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang
Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 72, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4522) diubah sebagai berikut;
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 15A dan 15B
sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

2. Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor
1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas,

b.  baagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
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c.  bagibank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian.

Direksi:

a. Dbagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang perseroan Terbatas,

b. bagi bank berbentuk hukum perusahaan Daerah adalah direksi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

¢.  bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian ;

d.  bagi kantor cabang asing adalah pimpinan kantor cabang.

Pengurus adalah komisaris dan Direksi Bank.

Pejabat Bank adalah pegawai Bank yang menduduki jabatan dibawan Direksi
sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha termasuk pegawai Bank
yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan atau operasional Bank.
Manajer Risiko Bank adalah Direksi dan Pejabat Bank yang membawahi
pengelolaan dan atau pengambilan keputusan risiko sesuai kewenangannya
pada Core Risk Taking Uinit, Supporting Risk Taking Unit Satuan kerja
Manajemen Risiko (Risk Management Unit) Satuar: kerja Audit Intern, dan
Satuan Kerja Kepatuhan .

Core Risk Taking Unit adalan satuan kerja operasional utama yang
Mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain
meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan freasury sistem
informasi dan akunting termasuk kantor Gperasional,

Supporting Risk Taking Unit adalah satuan kerja operasional pendukung
yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan yang
berkaitan dengan hukum logistik dan sumber daya manusia,

Satuan kerja manajemen Risiko (Risk Management Uinit) adalah Satuan

Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
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12.

13.

14.

13

15A.

158.

16.

17,

Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan
untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah satuan kerja yang melaksanakan
fungsi audit intern,

Manaiemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengqukur ,memantau dan
mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank,

Lembaga Sertifikesi Propesi adalah lembaga yang melakukan Sertifikasi
Manajemen Risiko.

Sertifikasi Manajeman Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang
manjemen Risiko Bank.

Sertifikasi Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti
Sertifikasi manajemen Risiko.

Sertifikasi manajemen Risiko Program Eksekutif adalah program
pembekalan pengetahuan dan keterampilan di bidang manjemen risiko
bagi pengurus Bank.

Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah tanda bukti
keikutsertaan Pengurus Bank pada Sertifikasi Manajemen Risiko Program
Eksekutif.

Program Penyegaran adalah pelatihan lanjutan di bidang Manajemen Risiko
yang diakui oleh lembaga Sertifikasi Profesi, berupa kursus, seminar
lokakarya atau bentuk iain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Penyelengagara Pendidikan adalah arganisasi atau institusi yang telah diakui

oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertujuan untuk memberikan
pelatinan bagi peserta uiian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 15 dihapus.

Pasal 16 dihapus

Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal
234 yang berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 23A

(1)

(2)

(5)

Lembaga Sertifikasi Profesi dapat menerbitkan Sertifikat Manaiemen Risiko
Program Eksekutif.

Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada Pengurus bank yang telah mengikuti
Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif yang diselenggarakan
Lembaga Sertifikasi Profesi,

Pengurus bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program
Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Sertifikat
Manajemen Risiko sesual dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan
serta ukuran dan kompleksitas usaha bank sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, paling lambat tanggal
3 Agustus 2010

Kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus bank
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk tingkatan
sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ukuran dan kompleksitas bank tanpa
harus dilakukan secara berjenjang.

Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program
Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti Program
Penyegaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu}
kali dalam 2 (dua) tahun.

Diantara Pasal 24 dan Pasal 24C yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24A

(1)

(2]

Dalam hal pemilik Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka Sertifikasi Manajemen Risiko
tingkat terakhir yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tingkatan Sertifikat Manajemen Risiko dari pemilik Sertifikat Manajemen
Risika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakui adalah satu tingkat
dibawah Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 248
Pemilik Sertifikat manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A
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ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan yang dipersyaratkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai tingkatan
Sertifikat Manajemen Risiko yang diakui sebagaimana dimaksud dalam pasal
244 ayat (2).

Pasal 24C

Dalam hal pemilik Sertifikat Manaiemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) tidak memenubhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 234 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (4),
maka Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang dimilikinya dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif yang telah dimiliki oleh
Pengurus Bank dan diakui oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya
Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
tanggal 3 Agustus 2010.

(2) Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui sebagai Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai
dengan tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta ukuran dan
kompleksitas usaha Bank sebagimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

(3) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program
Eksekutif sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memiliki Sertifikat
Manajemen Risiko sesuai tingkatan sertifikat yang dipersyaratkan serta
ukuran dan kompleksitas usaha bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, paling lambat tanggal 3
Agustus 2010

(4) Pengurus Bank yang memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Program
Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Program
Penyegaran yanq diselengaarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) tahun.

(5) Jangkawaktu pelaksanaan Program Penyegaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dihitung sejak tangugal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
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Pasal I1
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

-y

' i i u)
AT e ALTom

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 44 DPNP/DPbs
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 8/9/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/25/PB1/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

UMUM

Peningkatan kemampuan perbankan nasional untuk mengelola risiko perlu segera
dilakukan agar industri perbankan dapat beroperasi dengan lebih sehat dan efisien.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia telah mewajibkan pengurus dan
Pejabat bank umum mengikuti sertifikasi manajemen risiko sebagai sarana peningkatan
keahlian dan kompetensi pengurus an pefabat bank di bidang manajemen risiko.

Namun demikian disadari bahwa sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan
secara berjenjang memeriukan waktu sehingga kebutuhan meningkatkan kemampuan
operasional bank umum dalam pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan dalam waktu
singkat. Oleh karena itu, pemenuhan peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang
manajemen risiko perlu dijembatani dengan penyelenggaraan sertifikasi manajemen
risiko program eksekutif bagi pengurus bank umum yang bersifat pembekalan
pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko.

Penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif tersebut diatas
tidak dimaksudkan untuk menggantikan program sertifikasi manajemen risiko yang
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBIf2005 tanggal 3 Agustus
2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
Oleh karena itu , pemilik sertifikat manajemen risiko program eksekutif dinaruskan
melakukan konversi sertifikatnya menjadi sertifikat manajemen risiko sebelem tanggal
3 Agustus 2010 dan mengikuti program penyegaran sesuai dengan yang
dipersyaratkan.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 23A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif ditujukan bag
Pengurus Bank yang belum memiliki Sertifikat Manajemen Risiko
sesuai tingkatan yang dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas
usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, dan Pasal 12.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Jangka waktu kewajiban mengikuti Program Penyegaran oagi pemilik
Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif dihitung sejak tanggal
diterbitkannya Sertifikat Manajemen Risiko Program Eksekutif,
Angka 5
Pasal 24A
Avat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Penurunan tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki tidak
menghilangkan kewajiban yang bersangkutan untuk mengikuti
Program Penyegaran pada tingkat Sertifikat Manajemen Risiko yang
diakui.

Pasal 248
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan adanya pengakuan ini maka kewajiban untuk mengikuti
tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dikecualikan bagi Pengurus Bank yang telan memiliki Sertifikat
Manajemen Risiko Program Eksekutif,

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup ielas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4622
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DAFTAR 1SI

Latar Belakang Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang

Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum............, 1
Tingkatan, Penilaian dan Cakupan Materi Sertifikasi .......coveeivseeresiensisins, 3
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006 tentang Perubanan atas
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Latar Baiakang

+  Meningkatnya risiko yang dinadapi perbankan yang disebabkan oleh semakin
berkemaangnya kondisi perbankan dengan pesat dan semakin kompleksnya
kegiatan usana perbankan.

+  Risiko yang semakin kompleks membutunkan praktek good corporate governance
dan fungsi manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank.

«  Pengurus dan pejabat bank harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam
menjalankan fungsi manajemen risiko, sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas manajemen risiko sesuai dengan tujuan Arsitektur
Perbankan Indonesia (API).

+  Diperlukan syarat minimum dan standarisasi kompetensi serta keahlian bagi
pengurus dan pejabat bank sesuai dengan kompleksitas usahanya.

+  Menghasilkan sumber daya manusia yang qualified dan memiliki kompetensi di
bidang manajemen risiko serta standar profesi dan kode etik yang baik untuk
meningkatkan kualitas manajemen risiko dan corporate governance perbankan
Indonesia.

Kewajiban Bank

. lenerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan mengisi jabatan Komisaris
dan Manajer Risiko Bank dengan sumber daya manusia yang memiliki kempetensi
dan keahlian di bidang Manajemen Risiko.

«  Komisaris dan Manajer Risiko Bank wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko
yang merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (#it and proper test).

«  Menyusun rencana dan melaksanakan program pengembangan sumber daya
manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang
Manajemen Risiko yang dituangkan dalam rencana bisnis Bank, dimulai sejak
tahun 2006.
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Frogram Sertifikas!

e Program sertifikasi dibuat dalam 5 (lima) tingkat (level) berdasarkan jenjang
jabatan dan struktur organisasi bank.

»  Masing-masing tingkatan mempunyai booot penekanan yang berbeda-beda
terhadap aspek-aspek penilaian.

+  Penilaian dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis (ujian).

Aspek Penilaian

v Masa kerja di industri Keuanaan [Years of Service)
»  Pengetahuan (Knowledge)

+  Ketrampilan (Skills)

v Perilaku/Sikap (Attitude)

+  Pengalaman (Experience)
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Core Risk Taking Unit (RUTC)
Satuan kerja operasional utama yang mengambil keputusan atas risiko yang
mencakup antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan:

o Kredit

e [reasury

«  Sistem Informasi
«  Akunting

+  Kantor Qperasional

Sunporting Risk Taking Unit (RTUS)
Satuan kerja operasional pendukung yang mencakup antara lain namun tidak
terbatas pada kegiatan:

+ legal
«  Sumber Daya Manusia
»  Logistik

Satuan Keria Manaiemen Risilio / Risk Management Unit (RMU;

Satuan kerja yang melakukan kegiatan untuk memastikan kepatuhan Bank kepada
ketentuan yang berlaku.

Sztuan Kerja Audit Intern (SKAT)
Satuan keria yang melaksanakan fungsi audit intern.
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Frogram Penyegaran {Refreshment COUrse)

Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang
telah memiliki Sertifikat pada Program Penyegaran secara berkala,

Program Penyegaran (Refreshment Course) adalah suatu program pelatihan
lanjutan di bidang manajemen risiko berupa seminar/kursus yang dianggap
dapat meng-update pengetahuan pemegang sertifikasi terhadap perkembangan
terkini dalam manaiemen risiko.

Program Penyegaran dapat diselenggarakan Penyelenggara Pendidikan (Training
Provider} yang telah diakui cleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Apabila pemegang Sertifikat Manajemen Risiko tidak mengikuti ketentuan
Program penyegaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia,
kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat
Sertifikat Manajemen Risiko.

Program Penvegaran {Refreshment Coursel

L SR, 1X dalam empattanun
- 1X dalam empat tahun
I . 1Xdalam dua tahun
B 1X dalam dua tahun
v ~ 1X dalam dua tahun -

Kradibilitas Program

Materi ujian sertifikasi disusun berdasarkan silabus program standar profesi
manajer risiko dan kode etik yang telah mendapat pengakuan secara internasional.
Bekeriasama denqan GARP (Globa/ Assaciation of Risk Professionals) yang
merupakan lembaga internasional nirlaba yang bergerak di bidang sertifikasi
manajemen risiko, sehingga Sertifikat Kelulusan akan ditandatangani oleh GARP.,

Fenyelenggara Program Serfifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko hanya dapat diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi yang telah memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
dan mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

ol e

ok
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Tugas dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Profesi

«  Menyelenagarakan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada international
best practices.

«  Menerbitkan Sertifikat Manajemen Risiko.

»  Mencabut Sertifikat Manajemen Risiko apabila pemegang Sertifikat Manajemen
Risiko teroukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang
perbankan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atau pelanggaran kode etik profesi.

»  Melaporkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko
secara berkala kepada Bank Indonesia.

Pengakuan Sertifikasi Lain

v Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau
lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan
Sertifikat Manajemen Risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan
memperhatikan hal-hal berikut:

- lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara
internasional;

- Penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat)
tahun terakhir.

«  Tidak mengakui Sertifikat Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Pengurus dan
Pejabat Bank apabila ditemukan permasalahan kompetensi dan integritas
berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia.

«  Meminta laporan dan informasi pelaksanaan program kerja Lembaga Sertifikasi
rofesi dalam hal diperlukan.

«  Mewajibkan Bank untuk mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang
tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang
jabatan paling lambat dalam jangka waktu 90 hari.
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+  BagiBank yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif
berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.

«  Bagi Bank yang tidak mengganti Komisaris dan Manajer Risiko Bank yang tidak
memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dikenakan sanksi administratif berupa
penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban membayar sebesar Rp 1 juta per
hari untuk setiap Komisaris atau Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar
Rp 100 juta. :

Peratihan

« Bank wajib mengikutsertakan setiap Komisaris dan Pejabat Bank yang
dipersyaratkan untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko pada berbagai tingkat
(level) paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank
Indonesia.

«  Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Komisaris dan Direksi Bank
melalui Program Eksekutif dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu 5
(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia dan diakui sebagai
Sertifikat Manajemen Risiko yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang
dipersyaratkan serta ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

«  Setelah berakhirnya jangka waktu 5 (lima tahun) sebagaimana tersebut di atas,
Komisaris dan Direksi Bank wajio memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai
dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
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PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR :8/9 /PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/25/PB1/2005 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI
PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

«  Program Eksekutif dilaksanakan untuk menjembatani kebutuhan
mendesak peningkatan kompetensi dan keahlian Direksi dan
Komisaris dalam bidang manajemen risiko

«  Program Eksekutif diharapkan dapat memberikan pembekalan
pengetahuan dan Ketrampilan manajemen risiko secara memadai
kepada Direksi dan Komisaris yang belum memiliki Sertifikat
Manajemen Risiko sesuai dengan yang dipersyaratkan agar
peningkatan kemampuan bank dalam mengelola risiko dapat segera
dilakukan
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PROGRAM

Sebelum PBI
No. 7/25/PBI1/2005
dan PBI
No. 8/9/PBI/2006

\

Diatur dalam Pasal
26 PBI
No. 8/9/PBI/2006

wlv

EXEEKUTIF

Setelah PBI
No. 8/9/PB1/2006

\

Diatur dalam Pasal
23A PBI
No. 8/9/PBI/2006
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PROGRAM PENYEGARAN

Sertifikat Program
Eksekutif yang
dikeluarkan pada tahun
2004 dan 2005

|
|
|
|
|
I
|
|
7 % {
|
|
|
|
|
|
|
]

Sertifikat Program
Eksekutif yang
dikeluarkan setelah
tanggal 29 Mei 2006

Dilaksanakan dalam
jangka waktu 2 tahun
sejak tanggal penerbitan
Sertifikat

Untuk pertama kalinya
dilaksanakan paling
lambat tanggal
29 Mei 2006

5

Sertifikat Program Eksekutif akan dinyatakan tidak berlaku apabila
pemilik Sertifikat Program Eksekutif tidak mengikuti Program
Penyegaran sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
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MATERI SOSIALISAS]I BSMR

10
1l
12
13

14

16
17
18

Latar Belakang

Kerjasama BSMR dengan GARP
Perbandingan Biaya ujian

Skema Sertifikasi

Contoh ID BSMR & Sertifikat

Prosedur Pendafiaran

P'rosedur Banding

Prosedur Keluhan

Prosedur Survailen

Prosedur Kornversi

Refresment/ Resertifikasi

Hubungan BSMR dengan Training Provider
Materi TingkatIs.d V

Daftar Training Provider Tingkat T dan 1l
Masalah dalam Pendaftaran

Saran dalam Mengatasi Masalah Pendaftaran
Masalah dalam Pengumuman Hasil Ujian

Pemecahan Masalah

Sosinlisasi Badan Serlifikasi Manajemen Ristko
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LATAR BELAKANG

Kewajiban Bank

Menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dan mengisi
jabatan Komisaris dan Manajer Risiko Bank dengan sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang
Manajemen Risiko (Psi. 2)

Komusans dan Manajer Risiko Bank wajib memiliki Sertifikat
Manajemen Risiko yang merupakan salah satu aspek penilaian faktor

kompetensi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and
proper test) (Psl. 3)

Tingkatan Sertifikasi

W Mo khria

o B st

kewanoan
1 a +*
1l 3 * *
1] 5 * * * *
Iy Fi b i * * b1
v g o +* g -

Sostalisasi Badan Sertifilkas: Manajemen Risiko 3
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Tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan untuk berbagai jabatan
(Pasal 8 - 12)

4 Sosiglisast Badan Sertiftkasi Manajemen Ristko
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Program Penyegaran (Refreshment Course)
(Pasal 14)

Tumlah Minimal Meogikuti Program Penvesaran

[ 1 X dalam empat tahun
i 1 X dalam empat tahun
m 1X da'ia-._m d_m-ta]':un
IV 1¥ dalam dua tahun N\
Y 1% L{;ﬂan; |:l1::a tarhun g
Sanksi l

« Bagi Bank yang tidak mengganti Komisans dan Manajer Risiko Bank
vang tidak memiliki Sertitikat Manajemen Risiko dikenakan sanksi
administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan kewajiban
membayar sebesar Rp 1 juta per har untuk sefiap Komisans atau
Manajer Risiko Bank dan paling tinggi sebesar Rp 1K) juta.

= Bagi Bank yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi

administratif berupa penurunan aspek manajemen dalam penilaian
tingkat keschatan

BSMR didirikan oleh Internatiwonal Risk Professional Association (IRPA)
dan Federation Indonesian of Association Banking (FIAB), dan diresmikan
pertama kalinva pada tanggal 08 Agustus 2005,

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko {BSMR) merupakan lembaga
independen vang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi vang telah
memperoleh izin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),
mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Program Sertifikasi
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penugasan BSMR tersebut sesuail dengan pasal 17 PBI No. 7/25/PBI/
2005 tentang Sertifikat Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank
Umum.

Sostalisasi Badan Sertifikast Manajemen Risiko 3
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Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP

BNSP adalah suatu Lembaga di bawah Presiden langsung yang
bertugas memberikan sertifikasi profesi secara nasional berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomeor 23 tahun 2004.

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) adalah satu satunya
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki kewenangan dari BNSP
untuk melaksanakan sertifikasi manajemen risiko.

Dikarenakan BNSP mewakili Indonesia dalam forum resmi WTO,

maka LSP yang ada harus berstandar sesuai dengan 150 17024, untuk
kepentingan Mutual Recognatwm Agrement {(MRA) antar negara.

Kerjasama BSMR dengan GARP

Dalam penvelenggaraan Program Sertifikasi Manajemen Risko
tersebut, BSMR melakukan kerjasama dengan Global Association of Risk
Professional (GARP), yaitu sebuah asosiasi profesi manajemen risiko yang,
berpusat di New York dan memiliki reputasi internasional sebagai
penvelenggara sertifikasi Financial Risk Managers (FRM) yang khususnyva
ditujukan bagi para pelaku industri jasa keuangan.

Kerjasama dengan GARP ini dilakukan dalam bentuk penyusunan
silabus, buku kerja, materi dan soal ujian Program Sertifikasi Manajemen
Risiko.

Kualitas Sertifikasi Manajemen Risiko bagi perbankan yang ada di
Indonesia memiliki standar kualitas internasional sehingga Sertifikat
Manajemen Risiko vang diterbitkan oleh BSMR bersifat diakui dan
berlaku secara internasional.

Peserta yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko level 3
secara otomatis memperoleh konversi sertifikat setara dengan Banking
Risk and Regulation Certificate yang akan diterbitkan oleh GARP dalam
waktu dekat dan akan diberikan apabila pemegang sertifikat, pindah
bekerja atau ingin bekerja di luar wilayah Indonesia.

6 Sosialisasi Badan Sertifikasi Manajermen Risiko
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Perbandingan Biaya Ujian

e

1

Sostalisast Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
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Dengan terpifihnya GARP, konsekwensinya adalah setiap peserta
dikenakan fee sebesar USD 250,- (duaratus limapuluh Dollar Amerika), dan
kompensasi bagi BSMR adalah :

=  GARYP duduk di Komite sertifikasi untuk menjaga Kualitas
*  GARF menyusun materi dan silabi sertifikasi
=  GARP menyusun soal spal ujian

*  GARP merecognize sertifikat yang dikeluarkan BSMR sehingga akan
mendapat pengakuan standart sertifikasi secara internasional

*  Penggunaan logo GARF dalam setiap aktivitas BSMR

. Bantuan teknis lainnya

BSMR memungut biava untuk ujian tingkat | & H sebesar :
. Ujian Pertama kali : 3,5 Juta
*  LUjian Kedua : 2,5 Juta

s  Ujian Ketigadst  : 1,5 Juta

Sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dipergunakan sebagai biaya operasional seperti:

* Pepggandaan Buku Silabi

* Penggandaan Soal dan lembar jawaban

¢ Subsidi penvelengparan Ujian dibeberapa kota besar secara bersamaan
=  Sistem Informasi dan teknologi yang mendukung Pengawasan dari Bl
s  Pemeliharaan database

*  Ienerbitan info BSMR

= TPenginman dokumen

¢+ [Biaya pegawai

*  Trekwensi Ujian yang cukup tinggi yaitu 6 kali dalam setahur

= Fluktuasi nilai tukar U5D

*  Dan biaya operasional lainnya.

8 Sosinlisasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
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Banking Risk and Regulation Certificate yang akan diterbitkan oleh
GARP, biayanya :

Levell :350USD
Mengulang ke 2 kali scbesar  : 100 ushD
Mengulang ke 3 kali sebesar 1 550 USD

dan selerusnya kembali seperti semula

Level I : 550 USD
Mengulang ke 2 kali sebesar 100 USD
Mengulang ke 3 kali sebesar  : 550 USD

dan seterusnya kembali seperti semula

Spstalisasi Badan Sertifikasi Manajemen Ristko 4
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skema Sertifikasi ISO 17024 / BNSP.
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Contoh 1D BSMR

[ FoloPesera | — Tanda Tangan Peserta |
[
#h5d el £ Rl RS TFRAT N
2 L :.--I - i

3 = : =
Barcode P T s
10 Card . ‘ ", :

§n P irmawy T L d:.‘f'# et i

o IHRRRImIN) £oas
1 Tanggai Awal Kepesertaan | 1_Nﬂrnﬁ Pasarts ] r MNomar 1D Peseria

Contoh Sertifikat

— Nama Pemagang Sedrfikat |

Tanggal awal L 1 Ghr bureng garuda
perlakunya Sedilkat

_., Fida
&———— hHamorIDBSMR |

Ulira Wicde! Securty F—| l

Barcode Seriifikat | =t
-8
| Kode Seshilkat Nurmarator

Spsialisast Badan Sertifikasi Manajemen Ristko 11
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Prosedur Pendaftaran

Syarat Pendaftaran

Pada saat ini pendaftaran secara kolektif, pada saatnya akan dibuka secara
G

Tingkat |

= Didaftarkan oleh bank.

*  Mengirimkan hardcopy yang sudah ditanda tangani dan mencantumkan
pilihan bahasa serta pilihan kota.

»  Melampirkan fotocopy identitas (KT /5IM bagi WINL, atau Paspor/ KITAS
bagi WNA).

*  Melampirkan foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar,
*  Softcopy pendaftaran.
s Online (dilakukan dalam website BSME]).

*  Softcopy formulir pendaftaran dalam CD.

Bagi yang telah memiliki 1D card BSMR / Peserta mengulang
Didaftarkan oleh Bank

L]

¢«  Mencantumkan nama, nomor ID card BSMR, pilihan bahasa serta pilihan
kota ujian.

Tingkat I, HE, IV &V :

Didaftarkan oleh Bank. Mencantumkan nama, nomor [D BSME, tanggal
dan lokasi ujian serta pilihan bahasa,

12 Sosialisasi Badan Sertifikasi Mangjemen Risico
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Peraturan batas waktu pendaftaran

Tanggal Tingkat Batas Akhir Batas Akhir
Test Ujian Pendaftaran penga]ihan tanpa hunﬂl__.‘uﬁ
H -V H - & minggu” H - 2 minggu™

Minggu adalah hari calender { 7 hari)
Pengalihan hanva dapat dilakukan 1 kali, vaitu untuk ujian berikutnya.

Batas waktu pendaftaran tahun 2006

Tanggal Tingkat Batas Akhir Batas Akhir
Test Ujian Pendaftaran | pengalihan tanpa hangus
17 Juni i 05 Mei 02 Juni
12 Agnistus | 30 Juni 28 Juli
18 November | U6 Oktober 03 November
23 Desember n {03 November {18 Desember

Sesialisasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko 13
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Ketentuan Lainnya :

Pengunduran diri (cancel;

Bagi peserta vang menggundurkan diri dengan segala alasan apapun
setelah tanggal vang telah ditentukan, maka pembavaran akan dianggap
hangus. Untuk biaya pendaftaran ujian lagi dikenakan status sebagai

pendaftaran kedua.

Bagi peserta yang menggundurkan diri, penggalihan hanya dapat
dilakukan 1 kali, yaitu untuk ojiannya berikutnva,

Bagi peserta yang telah menggundurkan diri, namun hadir pada saat
ujian berlangsung, maka BSMR akan memberi sanksi dengan menahan
sertifikat bagi peserta yang telah lulus mengikuti ujian tersebut selama 1

tahun,

Pilihan bahasa

Peserta wajib menentukan pilihan bahasa dalam formulir pendaftaran.
Apabila tidak mencantumkan pilihan tersebut, maka akan kami anggap

peserta telah memilih bahasa Indonesia.

BSMR hanva akan merevisi pilihan bahasa apabila terjadi kesalahan
pihak BSMR dalam mencantumkan pilihan bahasa yang terdapat pada
Surat Ketetapan, dan dalam waktu yang telah ditentukan.

14 Sasialisasi Badan Sertifikast Manajermen Risika
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Prosedur Banding

Bagi peserta vang ingin mengajukan BANDING mengenai hasil nilai

ujian, maka perlu memenuhi tata syarat sebagai berikut:

= Mengajukan surat permohonan untuk mengadakan perbandingan
hasil nilai dengan mencantumkan nama, nomor ID card BsMR dan
hasil nilai ujian.

s Menanggung seluruh biaya pengajuan sebesar 10 juta rupizh. Namun
apabila dikemudian ditemukan kesalahan adalah pada pihak BSMR
(sebelumanya tidak lulus menjadi lulus), maka biava tersebut akan kami
kembalikan.

Prosedur Keluhan

Keluhan

Apabila ada hal hal yang perlu disampaikan (keluhan) pada kami, maka
dapat menvurati di alamat berikut ini:

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro Lt.2
JI. M_H Thamrin No.2
Jakarta Pusat
Atau melalui email kami di:

Infolfbsmr.org

Sosiglisasi Badan Sertifikasi Manajemen Risike 15
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Prosedur Survailan

Memeriksa pemegang Sertifikat apakah masih kompeten atau tidak,

dalam hal ini diitik beratkan kepada masa laku sertifikat.

Akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Bank dari Bank Indonesia pada

saat melaksanakan pemeriksaan tahunan bank-bank.

Pelaksaanaanya dilakukan secara elektronik dengan alat Portable Data

Transter (PDT ), vaitu dengan membaca barcode yang ada di serti fikat.

Sangsi akan dilaksanakan sesuai ketentuan PBI no.7/25/PBI/2005
langgal 3 Agustus 2005.

Prosedur Konversi

Program Eksekutif ke Program Reguler
»  Komisaris biasa setara dengan sertifikasi tingkat 1
*  Komisaris Independen setara dengan sertifikasi tingkat I1

*  Direksi Bank dengan aset < 1 Triliun Rp, setara dengan sertifikasi
tingkat Il

*  Direksi Bank dengan aset < 10 Triliun Rp, setara dengan sertifikasi
Hngkat IV

*  Direksi Bank dengan aset = 10 Triliun Rp, setara dengan sertifikasi
tingkat V
GARP level Il ke Program Reguler

Banking Risk and Regulation Certificate level 11 setara dengan sertifikasi

tingkat Il Dan hanva menempuh materi lokal dari Bank indonesia.

16 Spsialisast Badan Sertifikast Manajemen Ristko
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Resertifikasi/ Refresment Program

Bentuknyaberupa seminar minimal 1 hari dan pada akhir hari diadakan
uji materi seminar. Den bagi yang tidak lulus harus mengulang ujian yang
jadwalnya akan di atur kemudian.

Penyelenggara seminar adalah Training Provider yang sudah terdattar
di BSMR dan materi serta para pengajar seminar sudah mendapat
persetujuan dari BSMR.

Materi uji seminar dan pengawasan ujian dilaksanakan oleh BSMR
bekerja sama dengan Traimng P'rovider.

Pemegang sertifikat dapat memilih sendin Training Provider yang
mengadakan refresment program

Hubungan BSMR dengan Training Provider

Training Provider (TP’) adalah suatu institusi yang bergerak di bidang
pelatihan atau pendidikan yang kegiatan utamanya adalah memberikan
training mengenai sertifikasi manajemen risiko serta yang resmi terdaftar
di BSME.

Pada dasarnya setiap peserta ujian sertifikasi mamajemen risiko tidak
berkewajiban mengikuti pelatihan atau training yang diselenggara kan oleh
TP UNTUK DAPAT MENGIKUTI UJIAN.

Akhir akhir ini kami banyak mendengar ada TP dalam melakukan
teknik marketing, melanggar etika bisnis dengan cara seolah-olah TT
tersebut adalah sama dengan BSMR, TP tersebut dapat menjamin peserta
yang ikut pelatihannya pasti lulus, TT {ersebut mempunyai para pengajar
dari Bank Indonesia vang duduk sebagai Pengurus BSMR sehingga akan
memperoleh bocoran soal. HAL INI1 SEMU ANYA TIDAK BENAR.

ESMR TIDAK PERNAH DAN TIDAK AKAN FERNAH
MELAKUKAN PELATIHAN ATAU TRAINING KEPADA PARA FESERTA
UJIAN, SERTA MERUSAK KREDIBILITAS BSMR ITU SENDIRL
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Materi Tingkat [

[
| Part A: Banking risk and regulation

Chi comphesicn of this part of the module, camdidates will be ex pectesd Lo

u Dimronstrate an understending of: Level

1 The neture of risk and regulation in banking Camprebamsion

2 The evolution of rak management and regulation in banking | Comprehension

3 The development of risk-bised supervision of banks Comprehension ]

Part B: An introduction bo market, credit and operational risk

O completson of this par of the maschule, candidates wall be expected b

L [emmmidneie aa wsderstarding of: Lerel
4 The nature of market risk and treasury risk { Coenprehension
5 The natane of credit risk Comprehension
] The nusture of operationsl nsk Comprefassadn

Part C: Supenasion, dischosure and govermnance

O completinn of this par of the module, candidates will b expected 1
L Dienipnstrate mn sderstanding of. Limel
7 !.:-| intrductian ti \|:!:1.r.'| oy peview and sk disdosure myuirements | Comprehension
B Corporate gevernance far banks Comprehension
Jl_‘:l The '.n;'lkmr.-ldn reglatory framework 1 'ﬂ:ng—raher.:—wn_
d i
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Materi Tingkat I

Part A: Market risk and treasury riak management and regulation

Cin completion of thas part af the medule, candidabes wnFIw expected bo
Dememstrate an understanding of: Leved
1 Thie measurement and repaletion of market risk Coemprehension
2 The Standandised Apprsah i measuring marke sisk Comprehension
3 Interest rate mpricmg in Lhe banking buok Cormpsehension
4 Miethods tor messuring and managing lguidity risk Comprehension

Tart B: Credil risk 2nd operational risk management and regulation

{1n completson of this pars of the module, candidates will be expected fo:

Wi strats an Ry 7 of Lerel
3 [he azpeoaches for calmulating credit risk cagital Comprehension
The Standarcised Appmach 1o measering cred it risk Comprehensa
The azproaches to caictlating operational risk capital Comprehensicn
i The Basir Indicator Appmach bo measuring eperational risk Comgrehension
El Ihe standard ised Approach m meassring operatianal rak Comprehension
e 4 inssnducmon 1o thie g o slalistics in the measurement of financial risk Cemprehermam
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Materi Tingkat I

IFart A: Market risk and treasury risk management and regulation

O cumpletion of this part of the modube, candidates will be expected Lo
Dhempemzstrads ar ierderstading o | Lipsei
i A frsroduction o the b of statistes in the measurement of financial rise Comprehension
2 The [rtemat Model Approasch 1o measuring sl maraging markes o s Campreheraon
3 Capital managsment and treasury risk Comprehensicn

Part B: Credit risk and operational risk management and regulation

O completion of this part of fhe modute, candidates will ber expeectid o

Demomsteate an undershimding of Lol
4 | The Intemna] Ratings-Based approsches (o measuring credit risk Comiprehrmsion
5 | Crollateral sod securitization Ceomnprehensiom

& | The Advanced Mezsunanent Approach o messaring operatima] risk Comprebwnssin

7 | Managing operational risk Cumprehension
Part C: Supervision and regulation
U completion of this part of e module, candidates will b e peted Lo
Deiranstrate an understanding of ! Leuef 1
l_& e s prvisery feviev process and the mile of nztional supervisors Camprehession
g | Supervision of aperataonal risk and ‘e’ risks Comprehension
1M | Bank dischosume: negquirements "..'J.m1:-_1|.1=J'|ens'in'.'.
11 | The BI Supervisory Regime P —

20 Sosiglisasi Badan Sertifikasi Manajemen Risiko



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Draft Materi Tingkat IV

Bank wide risks

What risks do banks face? (Level Introduction)
Enterprise risk
Strateqic risk
Reputational risk
Rusiness risk
Regutatory nsk
Ciher risks
Lovermance
Strategic and busiress rish?
How to measure and manage them
Case studies (examples
Repitational risk
Impact of repulational rish - reputational damage
How 1o measure, mitigale and manage neputational risk
firand management and its impact on a business

Casie study
Credit risk, operational risk and treasury risk management and mitigation
Techniques for credif sk mitigation

Collateratization

Secuntization
Credit derivatives
Liocumentation
Recovery technigques
Cash flow monitoring
Operational risk management
Measurement versus Managemen
Approaches used Lo mitigate op nsk
{ & Sigma, COS0, 150, Ponee [ End Lo End process mapping, disaster planming)
Top down models
Bt

Case study - Banings?

i up models
Treasury risk managoment

Hedping
ALY s
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Risk governance, audit and corporate ethics

Risk govermance
Kisk governance sirucures
Risk Reporting
Rask Comumittess
Corporate ethics
Ethical Codes of Conduc
Sharcholder v Slakeholder models of Corp. responsbality
Ethacs and Behavior (Perner case study and Tvienol case study)
Globalization and Ethics {Nike case stucy)
Ethics and pressure o pertorm
Ethics and remuneration! incentives
Whistle blowing
Ciase study
Risk audits, intemal and extermal requirements {compliance?)
Risk audits
Role of internal auditoms thow do they get up 1o speed etc.]
Robe of external auditors (what can they do etc)
Audit frameworks {Eg. COBIT - used by auditors in US for 50X}

How 15 the regulator getting up to speed?

Draft Materi Tingkat V

Capital Management and treasiry

The impact of regulation on capital
The impact on a bank's capital
The impacts on the market and the availability of capital
Why should large banks use sophisticated risk measurement lechniques?
Techninues for estimating retum on capital
ROAC, ROEC, ROCE, ROIC, RORC, RARDC, e,
Which methed is appmpriate th v bank
Capital attocation bechniques
o tov allocate capital across an organization
Techrigues kae continuing to grow a business. when the capita allocation s used up,
Conlrelling, a busiress (and ibs nsks) through the wse of capital
Treastry management of relail deposit/ loans

Managernent of relad flows
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Hedgze of retail products

Structural hecging

Managemenl us ‘eential bank! (8] acoount

A corporate risk cullun

':-11FI‘:-.r|1::;ling a cubiure of risk awanness
The impact of people on risk management

Tep down — the board sets the paticy
Implementation strategies
Incentives
Case shudy

Strategie change and risk managemen

A day in the life of a nsh manager

How are boan decisions made

What actually happens in the treasury

Whal do the hack office ae

Rick managemenl, povernance and supervision Case studies

Enrom (failure)

Barings (failure)

WorldCom ifailen)

BLCT [Farlure]

Bank Indonesia {success|

Bank Rakvat Indorssia lsucess)

The impact of risk mandgement
How does good risk management improvi an organization
A yusde ko understanding risk reports and the impact of nsk managemen|
frmpact of risk, governarce and capital maragement on a bank's struicture
Risk appetite and competition
Why sk management shoule match a bank's rish profile jor how Lo stzangle a bank throwgh sxcessive
ik managemerl]

(ase studies
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DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGERAT |

No Training Provider
|| PT. Bank Mardin (FPersemn), Thi
2 | I'T Bank Rakval Indonesia, (Perser) Thk.
3| SC Learming & Risk Bank Consultng
4 | Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia
5 | Fakultas Ekonomi - Universitas Padjadjaran
i Pemeliian & Pengembangan Manajemen (PPM) - Faboltas Exonomi - Universitas Gadiah Mada
7 | International Center for Applied Finance nter CAFE), Institu? Pertanian Bogos

# | Sekolah Tinggi Imu Ekenoma Perbanas Jakarta
% | Sekolah Tinggi lmu Ekenomi Perbanas Surabava
10 | P Biznis Contact Advisory beevioes
11 | PT. Gapura Frima Sehah (GPS) & Partners i
11 | Institule for Development of Economics and Finance (TINDEF)
13 | Institut Bisnis dan Informatika Indenesia (TBIT)
14 | Institute of Risk Management Indonesia (TRMI)
15 | Institut Pengembangan Manzjemen (TPA)
16 | PT. Jagad Prima Mandiri (JFA)
17 | PT. Kiran Resources Indonesia
15 | Meney for Wealth Financial Services
19 | PT. Niaga Manajemen Citra
1 | PT. Orbit Risk Management
i1 | PT. Bintang CTBA Kreasi
12 | Pavillion Wealth Management
25 | PT Puja Almasar Lestari (PAL)
24 | Risk Management Centuer Indorsia {(RMC1)
25 | KAP Doli, Bambang & Sudarmadii, Independent Member of BKR International
2n ¢ PBusiness Reform & Recomstructions L'ur-rr.lnr.'ll'inn {BRRC)
27 | PL Diva Alma Sentra
28 | Explore Training & Consulting
2% | Lembaga Manajemen-Fakultas Thonomi-Universitzs Indonesia
30 | PT. Inti Soft Mitra Solusi
31 | PI. Konservasi Energi Abadi iPersem)
32 | Lembaga Manajemen Surabava
£ 1] I_:—vrni'-zga ]'-'r;-ngc—*mhan:._;an Perbankan Indone=ia (1 PP
31 | PT Mitra Gemilang
35 | REl Consulting
36 | PT. Bank Central Asia, Tok.
7| PT. Bank Negara Indonesta, {Persera} Thi.
3 | PT. Bank Danamon [ndenesta, Thk
3% | PT. Bank Permata, Thk.
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DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT |

No Training Provider
HY | "1 Bank Meza, Thk
1 | PT. Bank Bukepin
42 | I"L. Bank Century, Thk
41 | PL Insan Abhi Yasa
H | PT. Asia FEduFin
45 | I Cipta Bina Mandiri
46 | PT. PriceweztethouseCoopers FAS
47 | Takarta Finance Training Center
44 | PT. Finansial Bisms Informas
49 | PT. Edutama Kapital Indonesia ;

DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT 1

MNo Training Provider
1 | PT. Bank Mandin {Persem), Tok
2 | FI. Bank Rakyat Indonesia, (Persera) Thk.
3 | FI. Bank Negara Indonesia, (Persem) Thk.
4 | BCA Learning Services
5 | 5C Learning & Risk Bank Consulling
& | FT. Bank Mega, Thi
7 | PT. Bank Bukopin
& | Fakuitas Fkemomi - Universitas Padjadjaran
% | Internatiomal Center for Applied Finance & Economics {inter CAFE), Institut Pertanian Bogod
100 | Sekolah Tingg fmu Ekemomi Perbanas Jakarta
11 | Sekolah Tinggi Umu Ekoromi Perbanas Surahaya
12 | PT. Gapura Prima Sehati {GPS) & Partners
13 | FT. Insan Abhi Yasa
14 | Risk Management Center Indomesta (RMCI)
15 | IT. Edutama Kapital Indonesia
16 | PT. Asia EduFin
17 | Institut Bisnis dan Informatika Indonesia {(IBI)
18 | Lembaga Pengembangan Perhankan Indonesia (LFPI)
19 | I'T. Bintang C1HBA Kreas)
M | PT. Orbit Risk Management
21 | Money for Wealth Fanancial Services
22 | PT. Kiran Resources Indonesia
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DAFTAR TRAINING PROVIDER TINGKAT 11

Training Provider

5 | 'L Bank Permazta, Thi.

2 Risk Center Fakultes Ekonom: Universitas [ndonestia

23 | Lembaga Manajemen Surabava

26 | Business Refarm & Recomstructions Corporation (RERC)
3| PT. PrvewsterhouseCoopers FAS
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Masalah yang terkait dalam pendaftaran

MASALAH DALAM PENDAFTARAN

Tingkat |

*+ Sisi administrasi pendaftaran

L.

)

Ketidak lengkapan dalam pengisian data di hardﬂnp}.‘ peserta seperti
halnya:

- Tidak mengisi pengalaman kerja selama 5 (lima} tahun terakhir.

- Tidak mengisi riwayat pendidikan.

Tidak melampirkan foto berwarna maupun fotocopy kartu identitas.

Banyak Peserta [ Bank vang belum mengetahui batas waktu vang telah
ditentukan oleh BSMR dalam segala hal yang terkait dalam pendaftaran,
seperti halnya:
*  Batas wakiy pendaftaran
Banyak bank vang mendaftar setelah batas waktu pendaftaran,
sehingga BSMR tidak dapat mengikut sertakan bank tersebut dalam
pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko. Dikarenakan
pendaftaran dilakukan berdasarkan first come first served basis, maka
BSMR akan memprioritaskan bank vang mendaftar lebih awal dan
lengkap.
Batas walitu akhir penggalihan adalah 2 minggu sebelum ujian.
B5ME tidak dapat mengeaiihkan peserla untuk mengikuti ujian
periude berikutnva apabila mengundurkan diri kurang dart tangga[
tersebut, dan oleh karena itu pembayaran tidak dapat dialihkan.

»  Dalas waktu permohonan penggantian data (apabila kesalahan hanya
pada pihak BSMR), seperti halnya:

- 1D Card BSMR
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- Surat Menetapan
- Pilihan Bahasa

4. Bagm vang mendaitar secara oftline, belum menyertai seftcopy pada saa
menverahkan formulir pendaftaran (hardcopy ).

Tingkat 11

* Sisi administrasi pendaftaran
1. Tidak menyertai pilihan bahasa.
2. Tidak menyertai nomor ID Card BSMR.
3. Tidak menyertai nomor 1D Card BSMR dengan benar.
* Sisi pembayaran (Tingkat 1 dan IT)
I, Tidak menyertakan bukt transfer.
2, Tidak memberikan keterangan data dalam slip pembayaran.

-

3. Tidak melakukan pemha-.raran tepat wakiu.

SARAN DALAM MENGATASI MASALAH PENDAFTARAN :

*  Mengisi data secara lengkap dan benar.

= Melampirkan foto dan tanda tangan peserta dalam formulir pendaftaran.
*  Mencantumkan pilihan bahasa.

»  Mendaftar secara online

=  Membavar tepat waktu dan berdasarkan per ujian.

=  Menyertai bukt transfer dalam formulir pendaflaran atau mengirimkan
ke no fax {021) 350 1885,
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MASALAH DALAM PENGUMUMAN HASIL LJIAN

Keterlambatan pengumuman hasil ujian yvang dilaksanakan sebelum
periode April 2006 disebabkan cleh -

- lerjadi traffic vang sangat besar yang tidak dapat ditampung kapasitas
bandwith kami dan sifatnva tidak dapat kami deteksi sebelumnya
schingga mengakibatkan web server kami down.

PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi ha! tersebut, BSMR telah melakukan :

«  Menyediakan server dengan kapasitas band width yang lebih besar. Hal
ini sudah terbukti pada pengumuman hasil ujian bulan April 2006.

»  Membargun SM5 Gateway dimana peserta dapat mengetahui hasil ujian
hanya dengan mengirim sms. Sosialisasi teknologi ini akan kami lakukan
dalam wakbu dekat ini

.Imh‘ﬁ |

ﬂ-"‘ﬁi‘ﬁ

Sostalisasi Badan Sertifikast Manajemen Risiko 29



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

